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PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan 
saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan 
oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
sumber kutipan dan daftar pustaka. 
Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat 
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 
2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70). 
 











KEABSAHAN KUASA JUAL DENGAN HAK SUBSTITUSI DALAM HAL 





Praktik pemberian kuasa berkembang sesuai dengan kebutuhan, pemberian 
kuasa jual sering disertai dengan hak substitusi, sehingga kuasa menjual tersebut 
dapat dialihkan kepada pihak pengganti lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Oleh karena itu, penggunaan surat kuasa jual banyak dilakukan oleh 
para pihak hanya untuk menghindari pembayaran BPHTB. Untuk itu, Issue 
Hukum dalam penelitian ini adalah (1) Apakah kuasa jual dengan hak sustitusi 
dalam peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sah menurut ketentuan peraturan di Indonesia?, 
(2) Bagaimana pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak?. Dan tujuan penelitian 
ini untuk: (1) menganalisa keabsahan surat kuasa jual dalam proses pengalihan 
hak atas tanah berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB); (2) menganalisa pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak. 
Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori keabsahan dan teori 
penemuan hukum. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik 
pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan menggunakan studi 
kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Surat kuasa jual bersubstitusi 
dengan tujuan untuk menghindari pembayaran Pengenaan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dianggap tidak sah, karena: (a) Surat kuasa 
jual bersubstitusi tersebut sesungguhnya bukan merupakan perjanjian atau kontrak 
yang dibuat berdasarkan konsensus dari para pihak yang membuatnya (Pasal 1320 
ayat (1) KUH-Perdata); (b) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sebenarnya 
tidak dapat menjamin bahwa perjanjian tersebut merupakan wujud kebebasan 
berkontrak yang dilakukan berdasarkan kecakapan seseorang (penerima kuasa) 
untuk membuat perjanjian (Pasal 1320 ayat (2) KUH-Perdata); (c) Surat kuasa 
jual bersubstitusi tersebut dibuat oleh para pihak yang tidak bebas untuk membuat 
perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau 
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1320 ayat (4) 
KUHPerdata). (2) Pengaturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
mencegah terjadi penghindaran BPHTB melalui penggunaan kuasa jual substitusi 
dalam peralihan hak atas tanah, dapat dilakukan melalui, antara lain: (a) 
mengingat pemungutan BPHTB diserahkan kepada Pemda dalam rangka 
meningkatkan retribusi daerah, maka Pemda melakukan pengaturan BPHTB 
melalui Perda seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta; (b) Pemda 
menjalin kerjasama dan membuat MoU dengan Pengurus Daerah INI (Ikatan 
Notaris Indonesia) dan Pengurus Daerah Ikatan PPAT dalam rangka 
meningkatkan profesionalisme dan kejujuran Notaris dan/atau PPAT dalam hal 
pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak yang menjadi kliennya. 
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 ADVANTAGES OF SUBSTITUTIONAL RIGHTS IN SELLING POWER 





Practice is evolved as needed, the authorization of sales is often 
accompanied by the right of the substitution allowing it to be transferred to 
another party. This is done to avoid the payment of tax on Acquisition of Land 
and Building Rights (BPHTB). Therefore the use of securities is carried out by the 
parties only for BPHTB payments. Hence, the legal issues in this study are: (1) is 
the sales force with substitution rights in the transfer of land rights related to the 
Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) valid under the provisions of 
the Indonesian Regulation? (2) What is the regulation of Acquisition of Land and 
Building Rights (BPHTB) which cannot be deviated by the taxpayer? Therefore, 
the purpose to this study is to: (1) analyze the validity of power of the attorney in 
the process of transferring the land rights with Acquisition of Land and Building 
Rights (BPHTB); (2) analyze the regulation on the Acquisition of Land and 
Building Rights (BPHTB) which cannot be disrupted by the Tax Task. 
The theoretical framework used is the theory of legitimacy and the theory 
of legal discovery. The method used is normative juridical. The approach used is 
legislation (statute approach). The primary, secondary and legal material 
collection techniques used literature study. Technique of analysis of law materials 
using interpretative method. 
The results of the study conclude that: (1) a substituted selling power of 
attorney with the aim of avoiding payment of Acquisition of Land and Building 
Rights (BPHTB) fees is considered invalid, because: (a) the substituted selling 
power of the attorney is actually not an agreement of contract made based on 
consensus from the parties made (Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code); 
(b) The substituted selling power of attorney actually cannot guarantee the 
agreement is a form of freedom to contract made based on the ability of a person 
(the authorized recipient) to make an agreement (Article 1320 paragraph (2) of the 
Civil Code); (c) The substituted selling power attorney is made by the un-free 
parties to make agreements concerning the prohibited law power or contrary to 
decency public order (Article 1320 paragraph (4) of the Civil Code). (2) The legal 
regulation carried out by the government in preventing BPHTB avoidance through 
the use of substitute selling power in the switchover of land rights, can be done 
such as: (a) considering BPHTB collection is handed over to the Regional 
Government in order to increase regional retribution, the Government Regions 
regulate BPHTB through Regional Regulations as has been done by DKI Jakarta 
Province; (b) Regional Government establish cooperation and make MoU with the 
Regional of INI (Indonesian Notary Association) and PPAT Association Regional 
Administrators in order to improve the professionalism and honesty of Notaries 
and/or PPAT for case of BPHTB payments by taxpayers who become their 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki prinsip menjamin 
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kepada 
kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum dalam perkembangan kehidupan 
bermasyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, 
adanya alat bukti dapat menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 
hukum dalam masyarakat. 
Pada dasarnya setiap pihak mengetahui bahwa hukum itu mengatur 
hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan 
masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi 
setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat diatur oleh hukum. Begitu juga 
dalam hal perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka 
akta perjanjian tersebut merupakan suatu tulisan yang dijadikan bukti tentang 
suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya. Subjek hukum, 
khususnya orang, dalam hidup kesehariannya pasti terikat dengan pihak lain. 
Melalui perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatih lebih mudah dipenuhi 
ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa bekerja sama dengan anggota 
masyarakat lainnya.
1
 Nuansa kerja sama (perjanjian) antar pihak yang melakukan 
interaksi, menyebabkan masing-masing menjadi saling terikat karenanya. Dengan 
                                                             





terciptanya perikatan di antara mereka, mengakibatkan masing-masing pihak 
memikul suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.  
Perjanjian adalah suatu ikatan antara seseorang yang berjanji pada 
seseorang lainya atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 
hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan “perikatan”. “Perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, 
mengenai hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan 
oleh para pihak”.
2
 Oleh karena itu, perjanjian sebagai sumber perikatan 
menandakan bahwa ada unsur prestasi yang menjadi intinya, mengikat objek 
perikatan itu sendiri adalah prestasi. Jenis dan ragam prestasi dalam kehidupan 
riil, sangatlah banyak dan beraneka. Kendati demikian, berdasar Pasal 1234 KUH 
Perdata ditegaskan tentang ujud prestasi terdiri atas tiga, yaitu: (1) memberikan 
sesuatu; (2) berbuat sesuatu; dan (3) tidak berbuat sesuatu. 
Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli tanah yang dibuat 
antara penjual dan pembeli dengan objek tanah, dan proses pengalihan hak 
tersebut umumnya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), 
hal ini untuk menjamin kepastian hukum atas pengalihan hak tersebut. Selain 
dilakukan di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), diharuskan pula 
bagi para pihak untuk membayar pajak jual beli. Dalam transaksi jual beli 
tanah, baik penjual maupun pembeli dikenakan pajak. Untuk penjual dikenakan 
Pajak Penghasilan (PPh), sementara untuk pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan 
hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini didasarkan pada UU No. 21 Tahun 
                                                             





1997 (LN.1997 No. 44, TLN.No. 3688) tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 
(LN.2000 Mo. 130, TLN. No, 3988) tentang Perubahan atas  UU No. 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan diubah kembali 
dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (LN. 2009 
No.130, TLN. No.5049) yang selanjutnya disebut UU No. 28/2009. Pada Pasal 1 
angka 41 dijelaskan bahwa “Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah 
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan”; dan pada 
angka 42 ditetapkan “Perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan”. 
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak dalam proses peralihan 
hak atas tanah, antara lain dalam jual beli, sebagaimana  diatur dalam Pasal 91 
ayat (1) UU 28/2009 sebagai berikut: “Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris 
hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak”. 
Namun dalam praktik pemberian kuasa berkembang sesuai dengan 
kebutuhan, pemberian kuasa jual sering disertai dengan hak substitusi, sehingga 
kuasa menjual tersebut dapat dialihkan kepada pihak pengganti lainnya. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari pembayaran  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). Adanya itikad tidak baik dari para pihak yakni dengan tidak 
mencantumkan nama penerima kuasa, penggunaan kuasa jual substitusi ini 
menyebabkan obyek beralih secara berkelanjutan tanpa para pihak tersebut 





kewajibannya. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat dikatakan sebagai 
Kuasa Mutlak. 
Penggunaan surat kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah hanya 
dimungkinkan dalam proses pengikatan jual beli, karena akta pengikatan jual 
beli merupakan suatu akta yang isinya merupakan kesepakatan para pihak 
untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perbuatan jual beli tanah serta akta 
pengikatan jual beli bukan merupakan akta yang dapat dijadikan untuk 
mengalihkan hak atas tanah.  
Setiap daerah dalam menentukan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) berbeda antara satu dengan lainnya. Di wilayah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ketentuan tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Pengenaan 0% 
(Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap 
Perolehan Hak Pertama Kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan 
Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang pada Pasal 2 dijelaskan bahwa 
ketentuan ini berlaku bagi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Untuk 
pemindahan hak meliputi jual beli, hibah, hibah wasiat dan waris. Lebih lanjut 
Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 
Tahun 2017 tersebut mengatur bahwa:  
(1)  Pengenaan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.  hanya untuk wajib pajak orang pribadi; 
b. diberikan untuk pertama kali perolehan hak karena pemindahan hak 
atau pemberian hak baru; dan 






(2)  Wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah 
paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, berdasarkan Kartu 
Tanda Penduduk Daerah atau Kartu Keluarga atau surat keterangan 
domisili dari pejabat yang berwenang. 
 
Pembebasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) di DKI Jakarta tersebut hanya berlaku pada wajib pajak orang pribadi, 
dikenakan pada transaksi pertama kali perolehan hak karena pemindahan hak atau 
pemberian hak baru, dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak lebih dari 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Mengingat pembebasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) dibatasi seperti ketentuan di atas, tidak menjamin terjadinya 
pembuatan akta jual beli dapat langsung dilaksanakan. Dengan alasan biaya untuk 
BPHTB yang mahal dan untuk menghindari pembayaran Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB), pelaku jual beli tanah melakukan jual belinya 
dengan menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai Surat 
Kuasa Jual yang kewenangannya dapat disubstitusikan atau dialihkan dengan 
beralihnya tanah kepihak lain. Maksud pemberian kuasa untuk menjual kepada 
pembeli, yakni untuk mempermudah proses Akta Jual Beli pada saat terpenuhinya 
semua persyaratan untuk meningkatkan PPJB menjadi Akta Jual Beli, sehingga 
penjual tidak perlu repot-repot untuk hadir kembali menandatangani akta jual 
belinya. 
Berkaitan dengan berbagai permasalahan jual beli dengan menggunakan 
surat kuasa jual, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Keabsahan Hukum 
Kuasa Jual Dengan Hak Substitusi Dalam Hal Pengenaan Bea Perolehan Hak atas 





B. Rumusan Masalah 
Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu:  
1. Apakah kuasa jual dengan hak sustitusi dalam peralihan hak atas tanah yang 
berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sah 
menurut ketentuan peraturan di Indonesia? 
2. Bagaimana pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak ? 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk menganalisa keabsahan surat kuasa jual dalam proses pengalihan hak 
atas tanah berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 
2. Untuk menganalisa pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak. 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kepastian hukum kuasa 
jual dengan hak substitusi dalam peralihan hak atas tanah berkaitan dengan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sekaligus sebagai bahan 
kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan 





bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang 
hukum dan kenotariatan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada 
masyarakat atau pihak yang berkepentingan, Notaris dan PPAT, sehingga dapat 
dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat 
merugikan diri sendiri dan dapat dipakai Notaris dan PPAT sebagai pedoman 
yang bermanfaat agar di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum 
sedapat mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi 
profesionalitas pekerjaannya.  
 
E. Orisinilitas Penelitian   
Sepanjang pengetahuan penulis, judul penelitian tentang “Keabsahan 
Kuasa Jual Dengan Hak Substitusi Dalam Hal Pengenaan BPHTB” belum 
diteliti oleh penelitia lain. Namun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu 
yang relevan dengan judul penelitian sekarang seperti yang dijelaskan di tabel 
bawah ini. 
Tabel 1. Penelitian Relevan 
No Peneliti Judul 
Penelitian 
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Atas Tanah.  
2. Diktum Kedua 







bagi kuasa yang 
tidak dapat dicabut 














hukum hanya dapat 
dilakukan oleh 
pemegang haknya. 






















































HGB menjadi HPL 





harus dirubahnya status 
tanah milik PT. HIN 
sebagai Obyek BOT 
yang semula HGB atas 
nama PT. HIN 
dilepaskan haknya 
kepada Negara untuk 
kemudian diajukan 
menjadi HPL atas nama 
PT. HIN. Selanjutnya 
PT. GI selaku penerima 
hak BOT, dapat 
mengajukan 
permohonan HGB atas 
nama PT. GI di atas 
HPL atas nama PT. 
HIN. Akibat hukum 
perubahan status hak 
dari HGB menjadi HPL 
adalah berubahnya 
status hak atas tanah 
milik Negara selaku 
pemegang saham PT. 
HIN menjadi HPL atas 
nama PT. HIN. Upaya 
hukum yang dilakukan 






Obyek BOT, sehingga 
berakibat diterbitkan 
Surat Tagihan BPHTB 
(“STB”), yang 
mewajibkan PT. HIN 
untuk membayar 
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diajukan olehPT. HIN 
atas diterbitkannya 
Surat Tagihan BPHTB, 
karena secara yuridis 
STB BPHTB menjadi 
batal demi hukum. 
Namun ternyata 
keputusan Pengadilan 
Pajak adalah menolak 
permohonan 
pembatalan atas STB 
BPHTB yang diajukan 
oleh PT. HIN tersebut 
 
F. Kerangka Teoritik 
 1. Teori Keabsahan  
Keabsahan atau legalitas berkaitan dengan asas kepastian hukum. Asas 
kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib 
dipatuhi seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
5
 
Penggunaan surat kuasa jual dengan hak substitusi pada dasarnya 
merupakan berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Sesuai Pasal 1320 KUH 
Perdata, hal tersebut diatur sebagai berukut:  
a) Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata yang menentukan bahwa perjanjian atau 
kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus dari para pihak yang 
membuatnya; 
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b) Pasal 1320 ayat (2) KUH-Perdata yang manyimpulkan bahwa kebebasan untuk 
membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan seseorang untuk membuat 
perjanjian; 
c) Pasal 1320 ayat (4) KUH-Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas 
untuk membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-
undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum; 
Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan 
hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru 
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis 
tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, 
melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi 




Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri 
yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. 
Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan 
sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa 
kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal 
yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan 
ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia 
memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.
7
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Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian 
hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan 
kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum 
menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian 
dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. 
Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu 
sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak 
ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem 
logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum 
(rechtswerkelijheid) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum 
yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.
8
 Selain itu disebutkan, bahwa 
kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat 
menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan 
hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih 
terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh 
karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang 
satu dengan pihak yang lain. 
9
 Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam 
hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. 
 Teori keabsahan mensyaratkan keabsahan tindak pemerintah yang 
didasarkan pada aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi, yaitu: 
1) Aspek kewenangan, mensyaratkan tiap tindakan pemerintahan harus 
bertumpu atas kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, maupun mandate). 
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Tiap kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah, dan waktu. Cacat 
dalam aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (onebvoegdheid) 
2) Aspek prosedur, bertumpu atas asas Negara hukum, asas demokrasi dan 
asas instrumental. Asas Negara hukum berkaitan dengan perlindungan hak-
hak dasar manusia. Asas demokrasi berkaitan dengan asas keterbukaan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas instrumental, meliputi asas 
efisiensi (doelmatigheid, daya guna) dan asas efektivitas (loeltreffenheid, 
hasil guna). 
3) Aspek substansi, yakni menyangkut apa dan untuk apa. Cacat substansial 
menyangkut apa merupakan tindakan sewenang-wenang, dan cacat 
substansial menyangkut untuk apa merupakan tindakan penyalahgunaan 
wewenang. 
 
2.  Teori Penemuan Hukum 
Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau 
petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap 
peristiwa-peristiwa hukum konkrit.
10
 Penemuan hukum dilakukan oleh karena 
undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya 
dan harus menemukan hukumnya (rechtsvinding). Teori tentang penemuan hukum 
ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-
undang. Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan 
hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum 
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yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah 
hukum melainkan sumber hukum.
11
 
Penemuan hukum juga disebut dengan pengembangan hukum 
(rechtsboefening), merupakan “...kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan 
berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, 
menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan 
mengajarkan hukum”.
12
 Sedangkan pengembangan hukum itu sendiri dibedakan 
lagi menjadi pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis. 
“Pengembanan hukum praktis meliputi kegiatan yang berkenaan dengan hal 
mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengembanan 




Dalam penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan aliran 
konservatif. Aliran progresif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan merupakan 
alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat 




Timbulnya aliran-aliran dalam penemuan hukum dipengaruhi oleh dua 
aspek: yaitu aspek sejarah dan aspek sumber hukum yang digunakan.
15
 Penemuan 
hukum tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah pada masa itu dan terkait 
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erat dengan sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran-aliran dalam 
penemuan hukum menunjukan bahwa hukum merupakan sesuatu yang dinamis, 
terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga mengalami 
perkembangan dari masa ke masa. Setiap aliran dalam penemuan hukum, 
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga tidak dapat 




Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi 
(intepretation method), metode kontruksi hukum atau penalaran 
(redeneerweijzen). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-
undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang 
dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas 
untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur 
(vage normen), konflik antar norma hukum (antinomy normen), dan 
ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.
17
 
Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-
undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang 
dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum 
(recht vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum). Untuk mengisi 
kekesongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk 
mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi 
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Metode kontruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa 
konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan 
memberikan kemanfaatan. Dalam metode kontruksi hukum, ada empat metode 
yang digunakan oleh hakim pada saat penemuan hukum, yaitu: argumentum per 




Pertama, Metode argumentum per analogium (Analogi) merupakan 
metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum 
dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh 
undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Dengan metode analogi, 
peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan 
sama. Metode penemuan hukum dengan analogi terjadi dengan mencari peraturan 
umum dari peraturan khusus, untuk digunakan menggali asas-asas hukum yang 
ada di dalamnya. Dengan penemuan hukum melalui analogi ini, sebuah peraturan 
yang bersifat khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam sebuah undang-
undang. Dari peraturan umum tersebut, disimpulkan peristiwa-peristiwa yang 
khusus. Suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa 
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tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi peristiwa itu 
mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam sebuah undang-undang.
20
 
Kedua, Metode Argumentum a Contrario merupakan metode penemuan 
hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan 
hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal 
tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada persitiwa 
tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu 
peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, 
inti dari argumentum a contrario ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang 
berlawanan dengan pengertian kebalikannya (mafhum mukhalafah-nya).
21
 
Ketiga, metode peyempitan hukum/pengkonkritan hukum 
(rechtsvervijning). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-
undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu 
mempersmpit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. 
Metode penyempitan hukum/pengkongkritan hukum, bertujuan untuk 
mengkongkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, 
serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.
22
 
Keempat, metode fiksi hukum. Dalam teori ilmu hukum, fiksi hukum 
diartikan sebagai sebuah asas semua orang dianggap tahu hukum (undang-
undang), padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-
undang, bahkan seorang pakar hukumpun tidak mungkin untuk mengetahui semua 
undang-undang, ia hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun 
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demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik 
peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak 
dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan tidak mengetahui hukum yang 
mengatur tentang kejahatan yang dilakukan.
23
 
Ada beberapa asas dalam penemuan hukum, dan yang terkait dengan 
kajian penelitian ini, antara lain: asas similia similibu (asas persamaan); dan asas 
kepastian hukum. 
1. Asas Similia Similibus (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah 
tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan 
hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara 
umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:   
a.  Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan;  
b.  Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 
2. Asas Kepastian Hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa 
kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk 
mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin 
prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat 
yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum 
adalah:  
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum 
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara 
pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan 
                                                             





c. Asas non-retroaktif perundang-undangan: suatu ketentuan undang-undang 
tidak boleh berlaku surut. 








G.  Desain Penelitian 























1. Apakah kuasa jual dengan hak sustitusi dalam peralihan hak atas tanah 
yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) sah menurut ketentuan peraturan di Indonesia? 





 Penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan  
 Studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum priimer, dan sekunder. 
 Analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif. 
 
 
Hasil dan Pembahasan: 
1. Keabsahan kuasa jual dengan hak substitusi dalam peralihan hak atas tanah 
berkaitan dengan BPHTB 
2. Pengaturan tentang BPHTB yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak 
 




Praktik penggunaan surat kuasa jual dengan hak subtitusi dengan tujuan 




 Teori keabsahan atau legalitas 








H.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Fajar dan 
Achmad penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek 
kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh 
unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang seharusnya manusia 
bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) norma dasar (basic norm), (2) 
asas-asas hukum, (3) Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan, (4) 
doktrin atau ajaran hukum, (5) keputusan birokrasi, (6) segala bentuk dokumen 
yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.
24
 
Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini meneliti bahan hukum 
berkaitan dengan Keabsahan Kuasa Jual Dengan Hak Substitusi Dalam Hal 
Pengenaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Untuk menemukakan jawaban dari masalah dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Menurut Abu 
Yasid, pendekatan perundang-undangan dianggap penting dalam penelitian 
hukum karena sejatinya ketentuan hukum itu diproduk tak lain untuk diterapkan. 
Dengan mengacu pada sistem perundang-undangan tertentu, maka materi hukum 
yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.
25
 Peneliti 
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melakukan kajian hukum terhadap keabsahan kuasa jual dengan hak substitusi 
dalam hal pengenaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
a. Jenis Bahan Hukum 
Pada penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dengan teknik 
pengumpulan data studi kepustakaan yakni meneliti bahan-bahan hukum dan 
literatur lain pada perpustakaan yang ada didaerah peneliti bertempat tinggal. 
b. Sumber Bahan Hukum 
Pada penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
1) Bahan Hukum Primer 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan 
hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 
peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.
26
 Bahan hukum primer 
dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan, seperti: 
a)  Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3, khususnya Pasal 15. 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
d) Undang Undang No. 21 Tahun 1997 yang telah diperbaharuhi dengan 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 
Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, dan diperbaharuhi lagi dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 130, khususnya Pasal 1, 41,42, 91, dan 92.  
e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 
Tahun 2017, BD. 2017/NO. 71034, tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) 
Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Perolehan 
Hak Pertama Kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), khususnya Pasal 3. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Untuk melengkapi bahan hukum primer peneliti juga mencari dan  
menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku atau laporan 
penelitian, kamus hukum, dan komentas atas putusan hukum. Menurut 





publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi 
tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau 
beberapa permasalahan  hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 
(b) kamus-kamus hukum; dan (c) komentar-komentar atas putusan hukum.
27
 
Pada penelitian ini bahan hukum  sekunder yang digunakan adalah buku-buku, 
kamus, jurnal, komentar yang berkaitan dengan judul penelitian. 
 
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat melalui 
penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Peneliti  
melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat 
dalam buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, dan 
sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam Tesis ini. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretatif, yaitu bahan 
hukum yang diperoleh dari interpretasi hasil penelitian kepustakaan disusun 
secara sistematis, kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori yang relevan 
untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif 
adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
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guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk 
menganalisis permasalahan sebagai preskripsi (penilaian) atas masalah yang 
dihadapi.
28
 Preskripsi (penilaian) tersebut dimaksudkan untuk  memberikan 
penjelasan atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Analisis dilakukan untuk 
memberikan preskripsi atau penilaian  mengenai benar atau salah atau yang 




Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 
melakukan analisis dan preskripsi terhadap: (1) Keabsahan kuasa jual dengan hak 
substitusi dalam peralihan hak atas tanah berkaitan dengan Bea Perolehan Hak 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) (2) Pengaturan hukum yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam mencegah terjadi penghindaran Bea Perolehan Hak Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) melalui penggunaan kuasa jual substitusi dalam peralihan 
hak atas tanah.  
 
I.  Definisi Konseptual  
Bahasan suatu karya ilmiah perlu dijelaskan kerangka konsep penulisan 
mengenai kata atau lembaga yang akan digunakan agar terjadi persamaan 
persepsi dengan pembaca atas bahasan dan simpulan dari karya tersebut adalah 
sebagai berikut ini. 
 
 
                                                             
28 Ibid, hlm. 141. 





1. Keabsahan Hukum  
Keabsahan adalah kualitas atau keadaan yang berlaku; kekuatan; berlaku; 
terutama, kekuatan untuk meyakinkan; sebagai, validitas sebuah argumen atau 
bukti; validitas keberatan. Keabsahan hukum adalah sah yang memiliki kekuatan 
hukum, kekuatan, atau otoritas; bahwa kualitas suatu hal yang menjadikan itu 
dukung dalam hukum, atau ekuitas; sebagai, validitas kemauan; keabsahan 
kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, klaim, atau judul.  
 
2. Kuasa dengan Hak Substitusi 
Kuasa dengan hak substitusi adalah kuasa yang disertai dengan hak 
substitusi artinya kuasa tersebut dapat dialihkan kepada penerima lainnya baik 
disebutkan ataupun tidak disebutkan. 
Berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Kuasa Jual 
adalah kuasa khusus yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang 
sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja dengan kata-kata yang 
tegas, yang memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas 
nama dan mewakili pemberi kuasa dalam urusannya, seperti menanda-tangani 
surat-surat. Kuasa jual sekurang-kurangnya diberikan dalam bentuk akta kuasa 
yang dilegalisasi di hadapan notaris. 
 
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat 





belum lunas, sertipikat hak atas tanah belum ada atau calon penjual belum 
menguasai tanah tersebut karena status tanah tersebut sebagai tanah garapan, 
sertipikat hak atas tanah sedang dalam proses balik nama atas nama calon 
penjual pada kantor pertanahan. 
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan kesepakatan di antara para 
pihak yang sepakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama perjanjian 
yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Perjanjian pengikatan jual beli adalah suatu akta yang dibuat dihadapan 
dan disahkan oleh seorang notaris, yang dibuat berdasarkan kesepakatan para 
pihak dan akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh notaris tersebut belum 
mengakibatkan perpindahan atau peralihan hak atas benda yang diperjualbelikan 
tersebut dari calon penjual kepada calon pembeli melainkan hanya merupakan 
suatu perjanjian yang mengikat calon penjual dan calon pembeli dalam 
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, dimana kewajiban calon pembeli 
adalah melunasi harga atas benda tersebut dan kewajiban calon penjual adalah 
menyerahkan benda tersebut apabila pelunasan sudah terjadi. 
 
J. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan tesis ini disajikan menjadi empat bab, yaitu: 
Bab I   Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, orisinilitas penelitian, 
kerangka teoretik, desain penelitian, metode penelitian, definisi 





Bab II  Kajian Pustaka, menyajikan tinjauan teori yang digunakan sebagai 
dasar untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan judul 
penelitian. 
Bab III  Hasil dan Pembahasan, menguraikan hasil temuan penelitian dan 
pembahasan. 








A. Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian  
Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata tentang Perikatan, mempunyai sifat sistem terbuka. Maksudnya 
dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 
kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan 
tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 
Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar 
dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau 
tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji 
itu.
30
 Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melakukan sesuatu.
31
 Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 
akibat hukum.
32
 Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan 
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adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri 
terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.
33
 
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan 
perikatan yang mengakibatkan adanya pemenuhan kewajiban pada salah satu atau 
lebih pihak dalam perjanjian. Mendasarkan pada definisi pasal 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka jelas bahwa perjanjian 
mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Maka dari 
sebuah perjanjian akan lahir kewajiban atau prestasi dimana seseorang punya 
kewajiban atau prestasi kepada orang lain dalam hal ini satu orang atau lebih. 
Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu 
perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau 
kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk 
melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. 
Perjanjian adalah peristiwa hukum, sedangkan perikatan adalah hubungan 
hukumnya atau dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan 
dikarenakan perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan 
kewajiban diantara para pihak, sehingga perjanjian yang sah berlaku sebagaimana 
layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.   
Pemindahan hak terjadi atas dasar terjadinya perjanjian. Menurut teori 
perjanjian, hubungan hukum antara para pihak atas peralihan harta kekayaan 
terjadi melalui perjanjian, dan ini menjadi kewajiban negara untuk melindungi 
                                                             





kepentingan harta benda para pihak dengan menetapkan aturan-aturan guna 
tercapainya kepastian hukum. 
Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melakukan sesuatu.
34
 Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan 




Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
diatur dalam Pasal 1313 yaitu: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau 
lebih”. Persetujuan merupakan perjumpaan antara kehendak yang dinyatakan oleh 
para pihak atau ketetapan maksud mengenai sesuatu yang akan dilakukan. 
Ketetapan maksud tersebut dapat berupa kewajiban yang dibebankan pada salah 
satu pihak atau disebut perjanjian sepihak, tetapi dapat pula dibebankan hak dan 




Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu 
perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau 
kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk 
melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. 
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Rumusan mengenai perjanjian mengandung lima unsur yang sama, kelima 
unsur tersebut adalah: 
a. Ada pihak–pihak atau sering disebut dengan subyek perjanjian, yang dimaksud 
pihak-pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dari dua orang 
atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang atau cakap melakukan 
perbuatan hukum sesuai ketetapan undang–undang yang berlaku. 
b. Ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan 
bukan suatu perundingan 
c. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak 
hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan 
undang-undang. 
d. Ada prestasi atau lebih dikenal dengan obyek perjanjian yang akan 
dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 
e.  Ada bentuk tertentu, bentuk lisan ataupun bentuk tulisan, hal ini berarti bahwa 
perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis, hal ini sesuai ketentuan 
undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu 




2. Syarat Sahnya Perjanjian  
Achmad Busro menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 
1320 KUH Perdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) 
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kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu 
sebab yang halal.
38
. Demikian untuk tercapainya kepastian hukum atas terjadinya 
perjanjian atas peralihan harta kekayaan, maka harus terpenuhi syarat sahnya 
perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan 
empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
39
 
Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan 
untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai 
orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang 
terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif 
dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi 
salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dalam arti, bahwa 
salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. 
Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan 
atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat obyektif yang 
tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.  
Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian itu 
batal demi hukum. Artinya  dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian 
dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan 
perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dalam 
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hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal 
demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya 
perjanjian itu dibatalkan. Untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan tentang keempat 
syarat sahnya perjanjian, yaitu: 
a.  Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri 
Mengenai syarat yang pertama adalah bahwa para pihak telah mencapai 
kata sepakat atau telah saling memberikan persetujuan mengenai unsur-unsur 
pokok didalam perjanjian. Persetujuan tersebut haruslah dinyatakan dengan tegas, 
bebas dari tekanan paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika kesepakatan tersebut 
dipengaruhi oleh tekanan, penipuan, kekhilafan, paksaan maka ia mengandung 
cacat hukum.  
Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana 
kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju 
mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan 
itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian. Kesepakatan 
yang dibuat menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang melakukan 
perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan) 
yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan. 
Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu 
perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan 
(dwaling), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan 






Pengertian paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan badan, ataupun 
paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya 
kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan penggugatan ke 
muka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi 
prestasi. 
Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat 
paksaan terdapat dalam Pasal 1323 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) yang berbunyi : paksaan yang dilakukan terhadap orang yang 
membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga 
apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa 
perjanjian tersebut telah tidak dibuat, serta ketentuan dalam Pasal 1325 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : paksaan 
mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap 
salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu 




Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap orang maupun benda, 
sedangkan yang dimaksud dengan penipuan ialah apabila salah satu pihak dengan 
sengaja memberikan hal atau sesuatu yang tidak benar, atau dengan akal cerdik 
sehingga orang menjadi tertipu. Dan apabila penipuan dilakukan maka perjanjian 
yang dibuat dapat batal. Sesuai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum 
                                                             







 yang berbunyi: penipuan merupakan suatu alasan untuk 
membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, 
adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah 
membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. 
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan 
Syarat yang kedua adalah bahwa para pihak yang melibatkan diri dalam 
perjanjian harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa-apa yang 
diperjanjikan maka sudah semestinya pihak tersebut harus cakap hukum. 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa 
pihak-pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut merupakan orang yang 
sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut 
hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hanya 
diterangkan tentang mereka/pihak-pihak yang oleh hukum dianggap tidak cakap 
untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga pihak diluar yang tidak cakap 
tersebut dianggap cakap untuk melakukan perbutan hukum. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi: setiap orang adalah cakap 
untuk membuat perikatanperikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan 
tidak cakap. 
Pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam 
Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi 
“tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah” : 
                                                             





1) Orang-orang yang belum dewasa 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa: 
mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak pernah kawin, 
mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Mereka yang ditaruh di bawah 
pengampunan menurut Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan 
dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun ia kadang-kadang cakap 
mempergunakan pikirannya. Disamping itu orang-orang dewasa yang 
mempunyai sifat pemboros dapat juga ditaruh di bawah pengampuan. 
3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, 
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 
membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 
Menurut Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
perempuan yang telah bersuami dianggap tidak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian, kecuali jika ia didampingi atau diberi izin tertulis dari suaminya. 
Sedangkan pada Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) menentukan pengecualian dari pasal 108 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu bahwa istri dianggap telah memperoleh 
izin atau bantuan dari suami dalam hal membuat perjanjian untuk keperluan 
rumah tangga sehari-hari atau sebagai pengusaha membuat perjanjian kerja, 
asalkan untuk keperluan rumah tangga. Namun demikian semua ketentuan-
ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat 





Undang-Undang Perkawinan No. l Tahun 1974, di mana dalam Pasal 31 ayat 
(1) dan (2) menentukan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama atau 
seimbang dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum. 
c. Suatu Hal Tertentu 
Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu 
perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut 
haruslah merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat 
diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bebunyi : "Suatu perjanjian 
harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 
Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu, asal saja jumlah 
itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 
d. Suatu Sebab yang Halal 
Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. Misalnya : seseorang mengadakan transaksi jual-beli senjata api 
tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah dalam hal pemilikan senjata api, maka 
perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena tidak memenuhi syarat mengenai 
suatu sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar undang-





Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
: "Suatu perjanjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat karena sesuatu sebab 
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." Sedangkan Pasal 1336 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa jika 
tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun ada 
sesuatu sebab lain dari pada yang dinyatakan perjanjiannya namun demikian 
adalah sah. 
 
3.  Unsur dan Asas dalam Perjanjian 
Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah: 
a.  Ada pihak yang saling berjanji; 
b.  Ada Persetujuan; 
c.  Ada tujuan yang hendak di capai; 
d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek 
perjanjian; 
e.  Ada bentuk tertentu ( lisan atau tertulis); 
f.  Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek 
perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap. 
Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas mengenai perjanjian. Asas-
asas tersebut adalah sebagai berikut ini. 
a. Asas konsensualisme 
Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak 





sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara 
para pihak mengenai pokok perikatan.
42
 
Asas konsensualisme berkaitan dengan saat lahirnya perjanjian. 
Konsensualisme berasal dari Bahasa Latin Concensus yang berarti sepakat atau 
setuju. Bersifat konsensual artinya perjanjian itu lahir sejak saat tercapainya kata 
sepakat diantara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sah dan mempunyai 
akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai 
pokok perjanjian. 
Sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) berbunyi, “Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.” Asas konsensualisme tersirat dari anak kalimat “perjanjian yang 
dibuat secara sah.” Selanjutnya Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah 
kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak 
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. 
Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat 
bukti. 
Sehubungan dengan kata sepakat, maka dalam ilmu hukum ditemukan tiga 
teori kata sepakat yaitu:
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1) Teori Kehendak (WiIIstheorie) 
Menurut teori ini bahwa kehendak para pihak telah bertemu dan mengikat, 
maka telah terjadi suatu perjanjian. 
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2) Teori Pernyataan (ultingstheorie) 
Menurut teori ini dinyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh seseorang dapat 
dipegang sebagai suatu perjanjian. Jadi tidak perlu dibuktikan apakah 
pernyataannya sesuai dengan kehendaknya ataukah tidak. Karena itu, dengan 
pernyataan dari seseorang, maka telah ada suatu konsensus. Teori ini 
merupakan kebalikan dari teori kehendak. 
3) Teori Kepercayaan (Vertrauwenstheorie) 
Menurut teori ini apa yang secara wajar dapat dipercaya dari seseorang 
manusia yang wajar, dapat dipegang sebagai suatu persetujuan. Dengan 
demikian apa yang secara wajar dapat dipercaya dari seseorang akan 
menimbulkan kata sepakat. 
b. Asas kebebasan berkontrak 
Kebebasan berkontrak adalah asas berkaitan dengan bentuk dan isi 
perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari Buku III 
KUH Perdata yang bersistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang 
memungkinkan setiap orang mengadakan perjanjian apapun, baik yang sudah atau 
belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak terdapat pada 
ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian 








, adalah salah satu asas yang sangat penting dalam 
hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, 
pancaran hak asasi manusia. Salim HS
45
 menyatakan, bahwa asas kebebasan 
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak 
untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan 
siapapun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; 
Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 




1) Tidak dilarang oleh undang-undang; 
2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan 
3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 
Menurut Sjahdeini
47
, asas kebebasan berkontrak menurut hukum 
perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 
perjanjian. 
c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi dari perjanjian yang 
akan dibuatnya. 
d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 
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e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 
f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional (anvullend, optional). 
Di samping bersifat terbuka, Buku III KUH Perdata juga bersifat sebagai 
hukum pelengkap, artinya ketentuan Buku III KUH Perdata dapat 
dikesampingkan berlakunya bila para pihak yang mengadakan perjanjian telah 
membuat ketentuan sendiri. Buku III KUH Perdata hanya melengkapi bila para 
pihak tidak membuat aturan sendiri atau membuat aturan tetapi tidak lengkap. 
Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan dalam 
ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “perjanjian yang 
dibuat tidak boleh melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan 
kesusilaan dan ketertiban umum.” 
c. Asas Pacta Sunt Servada
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Asas Pacta Sunt Servada berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu 
asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat 
dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan : semua persetujuan yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Asas kekuatan mengikat merupakan asas perjanjian yang berhubungan 
dengan akibat suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 
1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 
menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari perkataan “berlakunya sebagai 
                                                             





undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, berarti para pihak yang 
membuat perjanjian harus mentaati isi perjanjian tersebut sama seperti mentaati 
undang-undang sehingga pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tidak boleh mencampuri isi 
perjanjian. Selanjutnya ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan 
bahwa: “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 
belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu.” Ketentuan pasal ini dapat diartikan bahwa para pihak tidak dapat 
melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka buat tanpa 
kesepakatan dari pihak lainnya. 
d. Asas Kepribadian 
Asas kepribadian berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Pada umumnya 
perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, artinya hanya 
meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga 
yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian itu. Asas tersebut 
tersimpul dalam ketentuan Pasal 1315 dan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. 
Ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya tak seorang dapat 
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji 
daripada untuk diri sendiri”. Pasal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1340 
ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara 
pihak-pihak yang membuatnya”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1340 ayat (2) KUH 





pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam 
hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata”. 
Asas kepribadian memiliki beberapa pengecualian, yaitu ketentuan yang 
terdapat pada ketentuan Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 
1317 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai janji untuk kepentingan pihak 
ketiga (derden beding). Selanjutnya ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata adalah 
ketentuan yang merupakan perluasan asas kepribadian yaitu dalam hal para pihak 
minta diperjanjikan bahwa perjanjian tersebut dianggap meliputi pula ahli waris 
dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. 
e. Asas Itikad Baik 
Asas itikad baik adalah asas yang berkaitan dengan pelaksanaan 
perjanjian. Asas ini termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 
baik.” 
Itikad baik subyektif dalam hukum benda berarti sifat yang harus dimiliki 
para pihak dalam perjanjian, sehingga itikad baik dalam hukum benda diartikan 
sebagai kejujuran atau bersih. Itikad baik yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 
1338 KUH Perdata bukanlah sebagaimana itikad baik subyektif yang dimaksud 
dalam hukum benda melainkan itikad baik obyektif yang berarti itikad baik itu 
harus terdapat pada perjanjian yaitu pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas 




                                                             





B.  Perjanjian Jual Beli 
1.  Pengertian Perjanjian Jual Beli 
Salah satu bentuk perjanjian atas peralihan harta kekayaan ini dilakukan 
melalui jual beli. Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Jual beli adalah 
suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
telah diperjanjikan. Disini ada para pihak yang berperan sebagai penjual dan pada 
lain pihak sebagai pembeli. Tentang pengertian jual beli, Subekti mengatakan 
bahwa jual-beli adalah “suatu perjanjian timbal-balik dalam mana pihak yang satu 
(sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak 
yang lain (sipembeli) berjanji untuk menyerahkan harga yang terdiri atas sejumlah 
uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.
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Di dalam pasal 1458 KUHPerdata dikatakan bahwa jual-beli itu dianggap 
telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai 
sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum 
dibayar. Ini berarti bahwa asas konsensualisme dianut dalam KUHPerdata, 
sehingga Soebekti mengatakan bahwa perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan 
pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah 
pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirnya perjanjian jual-beli 
yang sah.  
Tetapi tidak terhadap jual beli atas tanah dan bangunan, ketika terjadi 
kesepakatan, perjanjian belum dikatakan lahir. Menurut teori keabsahan, 
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perjanjian jual beli tanah dan bangunan baru terjadi saat dilakukannya 
penandatangan akta jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Kesepakatan 
yang terjadi dalam jual beli tanah dan bangunan baru mengenai kesepakatan 
harga, belum melahirkan perjanjian. Penandatanganan akta jual beli menjadi 
syarat sah beralihnya hak atas tanah untuk dilakukan pendaftaran sebagaimana 
ditentukan dalam PP No. 10 tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 
menentukan bahwa jual–beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta notaril 
yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Jadi apabila dalam jual beli tanah dan bangunan alah satu pihak belum 
memenuhi kewajiban membayar BPHTB, maka penandatanganan akta jual beli 
sebagai bukti peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan. Terhadapnya hanya 
dapat dilakukan penandatangan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan 
tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Selain pasal tersebut 
pembuatan perjanjian juga harus memperhatikan Pasal 1335 KUHPerdata, 
dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”. 
Misalnya pembuatan surat kuasa jual sebagai bentuk perjanjian, juga harus 
memperhatikan pasal tersebut. Artinya pembuatan surat kuasa menjadi sah apabila 
dibuat karena sesuatu sebab yang halal, misalnya karena si penjual karena alasan 
tertentu tidak dapat menghadiri penandatangan akta jual belinya nanti.  
Jadi apabila pembuatan surat kuasa jual yang disertai dengan hak substitusi 





penjualan berikutnya tanpa harus adanya pembayaran BPHTB, maka dapat 
dikatakan bahwa surat kuasa menjual tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 
Dalam jual beli tanah maka kuasanya bersifat khusus. Kuasa umum, biasanya 
hanya untuk tindakan pengurusan tidak berlaku untuk menjual. Kuasa itu harus 
tegas untuk menjual tanah yang dijual itu. Bentuk kuasa harus tertulis, kuasa lisan 
sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi jual-beli tanah. Kuasa tertulis itu pun 
minimal dilegalisasi (oleh Camat atau Notaris / Panitera Pengadilan Negeri / 
Perwakilan Negara di luar negeri). Surat kuasa yang dibuat oleh Notaris lebih 
baik. 
Menurut Moch. Isnaini, definisi yang ditetapkan dalam Pasal 1457 KUH 
Perdata yang intinya bertitik tolak dari unsur esesnialia perjanjian jual beli, ini 
didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan  levering 
atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran. Baik 
penyerahan ataupun pembayaran, keduanya merupakan kewajiban pokok dari para 
pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing kontraktan 
teralisasi sebagai ujud konkrit keuntungan yang dikejar. Corak ini jelas 
menandakan  bahwa hubungan hukum yang berujud perjanjian jual beli itu nuansa 
bisnisnya amat kental. Penyerahan atau pembayaran sebagai kewajiban bila tak 
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka dengan sendirinya hak pihak lain tidak 
bakal maujud, dan ini jelas merupakan kerugian.
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Moch. Isnaini menambahkan bahwa Pasal 1458 KUH Perdata intinya 
mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat 
                                                             





mengenai benda dan hatrganya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli dapat 
digolongkan sebagai perjanjian konsensuil, karena bertemunya penawaran 
(offerte) dan penerimaan (acceptatie), mengakibatkan para pihak, penjual dan 
pembeli, satu dengan yang lain sudah menjadi saling terikat, sehingga tidak 




2.  Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli  
Dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
dinyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual 
dan pembeli seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang kebendaan 
tersebut dan harganya, sekalipun barangnya belum diserahkan maupun harganya 
belum dibayar. 
Syarat-syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah 
tersebut, antara lain yaitu: 
a) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya: 
(1) Harus jelas calon penjual, ia harus berhak menjual tanah yang 
hendak dijualnya, dalam hal ini tentunya sipemegang yang sah dari 
hak atas tanah itu yang disebut pemilik. 
(2) Dalam hal penjual sudah berkeluarga, dan ada persekutuan harta, 
maka suami isteri harus hadir dan bertindak sebagai penjual atau 
saling memberikan persetujuan, jika salah seporang tidak dapat 
hadir baik isteri maupun suami, maka harus dibuat surat bukti 







secara tertulis dan sah yang menyetakan bahwa suami atau isteri 
menyetujui perihal peralihan hak tersebut. 
(3) Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak 
mengakibatkan jual beli tanah tersebut batal demi hukum. Artinya 
sejak semula hukum tidak pernah menganggap terjadi jual beli 
tersebut. Dalam hal demkian pembeli sangat dirugikan 
kepentingannya, karena pembeli telah membayar harga tanah, 
sedangkan hak atas tanahnya tidak pernah beralih kepadanya. 
Walaupun pembeli dapat menguasai tanah tersebut, namun 
sewaktu-waktu orang yang berhak atas tanah tersebut dapat 
menuntut melalui pengadilan. 
b) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah 
yang  dibelinya. 
Hal ini tergantung pada subjek hukum dan objek hukumnya. Subjek 
hukum adalah status hukum orang yang akan membelinya, sedangkan 
objek hukum adalah hak apa yang ada pada tanahnya. Misalnya 
menurut Undang-Undang Pokok Agraris (UUPA) Nomor 5 Tahun 
1966, Pasal 21yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah hanya 
Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal dan badan-badan hukum 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Bila hal ini dilanggar maka jual beli 
batal demi hukum dan tanah jatuh kepada Negara. Dengan ketentuan 





semua pembayaran yang diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut 
kembali. 
c) Tanah yang bersangkutan boleh diperjual-belikan atau tidak dalam 
sengketa. 
Pada dasarnya jual beli adalah pemindahan hak kepemilikan dari penjual 
kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan 
melakukan balik nama dari nama penjual kepada nama pembeli. Penyerahan nyata 
yang dilakukan bersama dengan penyerahan barang bergerak. Penyerahan sudah 
dianggap sempurna dengan penyerahan nyata tanah (Pasal 612 KUHPer). 
Jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas 
tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari 
pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui 
jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut 
adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak 
milik. 
Menurut pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, peralihan hak atas tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 
akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang 





Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak-
hak atas tanah yang dapat dijadikan objek peralihan hak adalah : 
a)  Hak Milik, Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Demikian pula setiap 
peralihan haknya, hapusnya dan pembebanannya harus didaftarkan. 
b)  Hak Guna Bangunan, Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam 
jangka waktu 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau 
peternakan. Demikian juga setiap peralihan. 
Jual beli menurut hukum tanah nasional adalah perbuatan pemindahan hak 
yang mempunyai tiga sifat yaitu : 
1. Bersifat terang maksudnya perbuatan hukum tersebut dilakukan 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga bukan 
merupakan perbuatan yang gelap atau yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. 
2. Bersifat tunai, maksudnya bahwa dengan dilakukannya perbuatan 
hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada 
pihak lain yang disertai dengan pembayarannya. 
3. Bersifat riil, maksudnya bahwa akta jual beli tersebut telah ditanda 
tangani oleh para pihak yang menunjukkan secara nyata atau riil telah 
dilakukannya perbuatan hukum jual beli. Akta tersebut membuktikan, 






3. Surat Kuasa Jual 
Dalam hal penjual atau pembeli bertindak melalui kuasa, maka surat kuasa 
khusus untuk menjual harus ada. Kuasa umum, yang biasanya hanya untuk 
tindakan pengurusan tidak berlaku untuk menjual. Kuasa itu harus tegas untuk 
menjual tanah yang dijual itu. Bentuk kuasa harus tertulis, kuasa lisan sama sekali 
tidak dapat dijadikan dasar bagi jual-beli tanah. Kuasa tertulis itu pun minimal 
dilegalisasi (oleh Camat atau Notaris/Panitera Pengadilan Negeri/Perwakilan 
Negara di luar negeri). Surat kuasa yang dibuat oleh Notaris lebih baik.
53
 
Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan “Pemberian kuasa adalah suatu 
persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, 
yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 
Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata sampai 
dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Hal tersebut disebabkan karena :  
a.  Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa.  
b.  Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa.  
b. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, di bawah pengampuan atau 
pailit  
d.  Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan perkawinan.  
Dari pengertian tersebut, maka pengertian kuasa untuk menjual sebagai 
kewenangan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk 
melakukan suatu perbuatan, yaitu memberikan sesuatu dengan mendapat ganti 
uang atas nama si pemberi kuasa.  
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Peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kuasa untuk menjual 
belum ada, sehingga tidak ditemukan pengertian dari kuasa untuk menjual. 
Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kuasa dapat diartikan sebagai : 
a.  Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. 
b. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, dan 
mengurus sesuatu. 
c.  Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus atau mewakili. 
d.  Mampu, sanggup, kuat.
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Sedangkan arti kata menjual adalah memberikan sesuatu dengan mendapat 
ganti rugi.
55
 Dari pengertian-pengertian tersebut, maka penulis merumuskan 
pengertian kuasa untuk menjual sebagai kewenangan yang diberikan pemberi 
kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu 
memberikan sesuatu dengan mendapat ganti uang atas nama si pemberi kuasa. 
 
C.  Pajak dan BPHTB 
1. Pengertian Pajak 
Menurut P.J.A. Adriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
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dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
56
 




a.  Pajak adalah suatu iuran kepada negara (yang sifatnya wajib) 
Artinya: setiap orang yang mendapat penghasilan tertentu wajib menyerahkan 
sebagian penghasilan kekayaannya kepada negara dan hukumnya wajib, baik 
dalam bentuk badan hokum maupun perorangan. 
b.  Pajak dapat dipaksakan 
Artinya: yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). Bila si wajib pajak tertentu tidak membayar pajaknya, 
baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka fiskus akan 
menerapkan sanksi-sanksi keras kepadanya, yaitu barang-barang wajib pajak 
akan disita baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak oleh juru sita 
dan setelah disita barang-barang tersebut akan dilelang dan hasil lelang itu 
akan menjadi hak negara untuk membangun negara. 
c.  Berdasarkan undang-undang 
Artinya: pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya. Pengaturan pajak tersebut tidak boleh berdasarkan peraturan 
yang berada di bawah undang-undang. 
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d.  Tanpa Imbalan (kontraprestasi) 
Artinya: setiap orang yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi 
secara langsung dari pemerintah. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukl.an adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
e.  Untuk kepentingan masyarakat 
Artinya: penerimaan pajak negara digunakan untuk hal-hal yang berhubungan 
dengan kesejahteraan masyarakat umum. Digunakan untuk membiayai rumah 
tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas. 
 
2. Asas dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak 
Di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya mempunyai 
tujuan yang hendak ditegakkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahnya 
yang berdasarkan hukum tersebut. Tujuan hukum tersebut menurut Aristoteles 
adalah membuat adanya keadilan.
58
 
Tujuan hukum tersebut oleh para sarjana dijadikan juga sebagai tujuan 
hukum pajak yang harus ditempuh dengan mengusahakannya yang mana dalam 
pemungutan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata. 
Tujuan yang menjadi asas pemungutan pajak dinamainya: “The Four 
Maxim”.
59
 Adapun asas-asas pemungutan pajak tersebut adalah : 
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a. Asas Keadilan 
Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa keadilan 
merupakan tujuan dari hukum pajak. 
b. Asas Yuridis 
Seperti halnya asas keadilan yang telah diuraikan di atas, maka pada asas 
yuridis ini juga berasal dari asas-asas yang dikemukakan oleh Adam Smith, 
yaitu asas certainty yang menekankan pentingnya kepastian mengenai 
pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai subyek pajak dan obyek pajak 
serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Dalam asas ini seperti juga 
halnya asas certainty, pemungutan pajaknya juga harus terdapat jaminan 
hukum yang memberikan perlindungan terhadap keadilan secara tegas, baik 
untuk warga maupun untuk negaranya. 
Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah dengan menetapkan undang-undang 
untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Sebagai 
contoh dapat kita lihat dalam Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 
yang menegaskan, bahwa pemungutan pajak untuk keperluan negara harus 
dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sehingga dengan adanya jaminan 
dalam bentuk undang-undang untuk mengatur setiap orang tidak merasa 
dirinya ragu untuk menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena 
segala sesuatunya telah diatur secara jelas. 
Apabila si wajib pajak merasa berkeberatan atas jumlah pajak yang harus ia 
bayar, maka oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan 





pengaduan ketidak puasan tersebut kepada pihak atasan yang berwenang 
mengenai penetapan pajaknya yang dirasakan kurang adil. 
c. Asas Ekonomis 
Dalam pemungutan pajak selain mernpunyai fungsi budgeter, pajak juga 
berfungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Untuk itu 
dalam pelaksanaannya diharapkan tidak mengganggu kehidupan ekonomis dari 
wajib pajak. 
d. Asas Finansial 
Pada asas terakhir ini dimaksudkan bahwa dalam pemungutan dan pengenaan 
pajak diusahakan menggunakan biaya-biaya yang sekecil dan sehemat 
mungkin dan mencukupi untuk pengeluaran negara. Artinya bahwa untuk 
pengeluaran dan pemungutan harus sebanding dengan penerimaan yang negara 
terima. 
Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal merupakan keseluruhan dari 
peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil harta kekayaan 
seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari 
hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang 
atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut 
sebagai wajib pajak). 
Dasar hukum tentang perlunya peraturan-peraturan perpajakan tersebut 





huruf A amandemen ketiga yang bunyinya : "Pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". 
Ketentuan tersebut mengandung makna, bahwa setiap pemungutan pajak 
harus ada Undang-Undang yang mengaturnya terlebih dahulu, bila tidak ada maka 
tidak dapat dilakukan pemungutan pajak. Dengan kata lain dapat simpulkan 
bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan diatur dengan 
Undang-undang, guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara negara 
dengan warga negaranya. 
Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal adalah : 
a.  Sistem Official Assessment (official assessment system) 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besanya pajak terutang. Adapun ciri-ciri 
dari Official Assessment System adalah sebagai berikut : 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; 
2) Wajib pajak bersifat pasif; 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
Negara yang menganut sistem pemungutan pajak ini adalah Belanda. 
Kelemahan dari sistem pemungutan pajak ini adalah masyarakat kurang 
bertanggung jawab dalam memikul beban Negara yang pada hakikatnya adalah 







 Hal itu terjadi disebabkan oleh ciri yang kedua yang telah 
disebutkan di atas, yaitu si wajib pajak bersifat pasif. 
b.  Sistem Self Assessment (Self Assessment System) 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, 
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Negara 
yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia. 
Contohnya : Pengenaan PPh dan BPHTB. 
c. Sistem Withholding (Withholding Tax System) 
Sistem withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemotong pajak bisa majikan, 
bendahara atau pemberi kerja, disebut juga sistem Pay as You Earn (PYE) dan 
Pay as You Go (PYGO) yang artinya bayarlah pajak sebelum menerima gaji 
atau sebelum pergi.
61
 Contohnya di Indonesia : Pengenaan PPh Pasal 21 UU 
PPh Tahun 2000, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama 
apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh 
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3.. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang 
selanjutnya disebut Pajak.
63
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada 
dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang pribadi 
atau badan hukum yang terjadi dalam Wilayah Hukum Negara Indonesia. 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terhutang 
dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan 
bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukarmenukar, atau 
risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan 
ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. 
Tujuan pembentukan Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perlunya diadakan pemungutan pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah pernah dilaksanakan, 
sebagai upaya kemandirian bangsa Indonesia untuk memenuhi pengeluaran 
pemerintah berkaitan dengan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan 
Umum dan Pembangunan Nasional. 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi subyek 
pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau 
bangunan. Maksudnya adalah pajak dikenakan kepada pihak yang memperoleh 
hak dari suatu peralihan hak atas tanah dan bangunan, sehingga orang atau pribadi 
                                                             





atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah yang menjadi wajib pajak 
BPHTB. 
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, 
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 




Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang BPHTB menentukan bahwa “Yang Menjadi Obyek Pajak adalah 
Perolehan Hak Atas Tanah dan atau bangunan”. Obyek Perolehan pada Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) haruslah Tanah dan atau 
Bangunan. Dengan demikian apabila obyek perolehan hak bukan tanah dan 
bangunan, misalnya jual beli saham suatu perusahaan yang memiliki kantor dan 
pabrik, maka perolehan hak yang terjadi bukan merupakan obyek BPHTB. 
Undang-undang BPHTB mengatur bahwa perolehan hak atas tanah dan 
bangunan yang menjadi obyek pajak terdiri karena 2 (dua) hal, yaitu : Pemindahan 
Hak dan Pemberian Hak Baru. Pemindahan Hak yang merupakan obyek Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi 13 (tiga belas) jenis 
perolehan hak, yaitu : 
                                                             





a. Perolehan Hak Karena Jual Beli, yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan oleh pembeli dari penjual (Pemilik tanah dan bangunan atau 
kuasanya) yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan 
tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. 
b. Perolehan Hak karena Tukar Menukar, yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu Badan Hukum dari Pihak lain 
dan sebagai gantinya orang atau Bandan Hukum tersebut memberikan Tanah 
dan Bangunan miliknya kepada Pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan 
bangunan yang diterimanya. 
c. Perolehan Hak karena Hibah, yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah 
pada saat pemberi hibah masih hidup. 
d. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus 
mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan atau Bangunan kepada orang pribadi 
atau Badan Hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat 
meninggal dunia. 
e.  Perolehan Hak karena Waris, yaitu perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan bangunan) yang berlaku setelah 
pewaris meninggal dunia. 
f.  Perolehan Hak karena Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum 
lainnya, yaitu Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai hasil 
pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau Badan Hukum 





g. Perolehan Hak karena Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan, yaitu 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berasal dari pemindahan 
sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau 
badan kepada sesama pemegang hak bersama. 
h.  Perolehan Hak karena Penunjukan Pembeli Dalam Lelang, yaitu Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh seorang atau suatu Badan Hukum yang 
ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang 
tercantum dalam risalah lelang. 
i. Perolehan Hak sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai 
Kekuatan Hukum Yang Tetap, yaitu terjadi dengan peralihan hak dari orang 
pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan 
bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik 
baru dari tanah dan bangunan tersebut. 
j.  Perolehan Hak karena Penggabungan Usaha, yaitu perolehan hak atas tanah 
dan bangunan oleh badan usaha yang tetap berdiri dari badan usaha yang telah 
digabungkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri tersebut. 
k. Perolehan Hak karena Peleburan Usaha, yaitu perolehan hak atas tanah dan 
bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-
badan usaha yang tergabung dan telah dilikuidasi. 
l.  Perolehan Hak karena Pemekaran Usaha, yaitu perolehan hak atas tanah dan 
bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan 





m. Perolehan Hak karena Hadiah, yaitu perbuatan hukum berupa penyerahan hak 
atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
hukum kepada penerima hadiah. 
Sedangkan pemberian hak baru yang mengakibatkan perolehan hak atas 
tanah dan bangunan yang merupakan obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) meliputi 2 (dua) jenis perolehan hak, yaitu: 
a.  Perolehan Hak Karena Pemberian Hak Baru sebagai Kelanjutan Pelepasan 
Hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari 
Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. 
b. Perolehan Hak Karena Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak, yaitu 
pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari 
Negara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PMNA/Kepala 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Keabsahan Kuasa Jual dengan Hak Substitusi dalam Peralihan Hak 
Atas Tanah Berkaitan dengan BPHTB  
1. Keabsahan Kuasa Jual Tanah dengan Substitusi 
Keabsahan atau legalitas berkaitan dengan asas kepastian hukum. Asas 
kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib 
dipatuhi seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
65
 Berkaitan 
dengan hal ini, maka surat kuasa jual dengan hak substitusi dianggap apabila 
memenuhi tiga aspek, yaitu:  aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek 
substansi, yaitu: 
1) Aspek kewenangan, yaitu surat kuasa jual dibuat oleh pejabat yang diberikan 
kewenangan oleh pemerintah baik dalam bentuk kewenangan bersifat 
atribusi, delegasi, maupun mandate. 
2) Aspek prosedur, yaitu surat kuasa jual dibuat melalui prosedur sesuai 
ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan asas demokrasi, asas 
instrumentasi (efisiensi, dan efektifitas). Asas demokrasi berkaitan dengan 
asas keterbukaan dalam hal prosedur pengurusan surat kuasa jual tersebut 
berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Asas instrumental, meliputi 
                                                             







asas efisiensi (doelmatigheid, daya guna) dan asas efektivitas (loeltreffenheid, 
hasil guna) atas penggunaan surat kuasa jual tersebut. 
3) Aspek substansi, yaitu surat kuasa jual secara subtansi menyebutkan dengan 
jelas identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta menyatakan untuk 
apa hak susbtitusi yang diberikan tersebut. 
a. Aspek Kewenangan 
Pada dasarnya prinsip keabsahan (kepastian) hukum menekankan pada 
penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu 
perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar 
aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang 
tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai 




Surat kuasa jual tanah dianggap sah apabila surat kuasa tersebut dibuat 
secara tertulis dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, ataupun surat kuasa 
jual tersebut dibuat oleh Notaris (Pasal 15 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Parangin yaitu kuasa itu harus tegas 
untuk menjual tanah yang dijual itu. Bentuk kuasa harus tertulis, kuasa lisan sama 
sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi jual-beli tanah. Kuasa tertulis itu pun 
minimal dilegalisasi (oleh Camat atau Notaris/Panitera Pengadilan 
                                                             









Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain 
tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 
Notaris dalam praktiknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau 
dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN. Sepanjang 
Notaris melaksanakan jabatannya sesuai UUJN dan telah memenuhi semua tata 
cara dan persyaratan dalam pembuataan akta, dan yang bersangkutan telah pula 
sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam bentuk 
perbuatan melawan hukum tidak mungkin dilakukan.
68
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dikenal 
adanya asas konsensualisme sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa 
untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian sudah 
dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus tersebut, dan pada detik 
tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang 
terkemudian atau yang sebelumnya. 
Menurut para ahli hukum, azas tersebut harus disempurnakan dari Pasal 
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUHPerdata), yaitu pasal yang 
mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan dari Pasal 1338 
(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Karena Pasal 1338 (1) 
yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi bilamana sudah tercapai kata 
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sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian, maka sahlah sudah perjanjian 
itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Namun ada perjanjian-perjanjian yang lahirnya tidak 
cukup hanya dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu 
formalitas atau suatu perbuatan yang nyata.,
69
 dan perjanjian-perjanjian "formal" 
atau perjanjian-perjanjian riil, itu adalah pengecualian. Perjanjian formal 
contohnya adalah perjanjian "perdamaian" yang menurut Pasal 1851 ayat (2) 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) harus diadakan secara 
tertulis (kalau tidak maka tidak sah). Sedangkan untuk perjanjian riil adalah 
misalnya perjanjian `'Pinjam pakai" yang menurut Pasal 1740 Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) baru tercipta dengan diserahkannya 
barang yang menjadi objeknya atau perjanjian "Penitipan" yang menurut Pasal 
1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) baru terjadi dengan 
diserahkannya barang yang dititipkan. 
Selain kesepakatan untuk lahirnya perjanjian juga haruslah dipegang teguh 
tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila 
kedua kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian
70
 Jadi 
kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Kehendak atau keinginan ini harus 
dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin 
diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang 
diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak 
terbatas pada mengucapkan perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan 
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tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu baik oleh pihak yang 
mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang 
menerima penawaran. Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur 
tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan 
yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. 
Undang-undang berpangkal pada azas konsensualisme, namun untuk 
menilai apakah telah tercapai konsensus ini adalah maka penting karena 
merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang, 
dapat berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah 
pihak, dan pernyataan itu sebaiknya dibuat dalam tulisan untuk mendapatan 
kepastian hukum dalam pembuktiannya. 
b. Aspek Prosedur 
Apabila kuasa jual tanah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka 
perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu pemberi kuasa dan 
penerima kuasa jual. Hal ini sesuai Pasal 1334 ayat (1) KUH-Perdata yang 
menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip ini berkaitan dengan 
kekebasan berkontrak. Dalam Pasal tersebut tersirat adanya bahwa antara para 
pihak harus ada suatu kesepakatan. Dengan demikian bahwa kebebasan 
berkontrak berkaitan erat dengan asas konsensualisme atau sepakat antara para 
pihak yang membuat perjanjian. 
Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh KUH-Perdata terhadap asas 





a) Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata yang menentukan bahwa perjanjian atau 
kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus dari para pihak yang 
membuatnya; 
b) Pasal 1320 ayat (2) KUH-Perdata yang menyimpulkan bahwa kebebasan untuk 
membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian; 
c) Pasal 1320 ayat (4) KUH-Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas 
untuk membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-
undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum; 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat akta 
Kuasa Menjual adalah: 
1. Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa hadir di hadapan Notaris dan 
menandatangani Akta Kuasa; 
2. Para Pihak menunjukan: 
a.  Sertipikat Tanah apabila telah memiliki sertipikat 
b.  Surat Keterangan Tanah bagi yang belum bersertipikat 
c.  KTP Pemberi dan Penerima Kuasa 
Apabila kuasa jual tanah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka 
para penjual dan pembeli dapat menghadap kepada Notaris untuk membuat 
perjanjian jual beli tanah. 
Penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya 
diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, 
kemudian Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para 





para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa 
akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah 




Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan 
keinginannya di hadapan Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk 
akta Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin 
Notaris membuatkan akta tanpa ada permintaan dari siapapun. Hubungan hukum 
antara Notaris dan penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan 
karakter: (a) Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam 
bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan tertentu; (b) Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan 
bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan 
keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik; (c) Hasil akhir dari 
tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan 




Pasal 39 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa “penghadap harus dikenal 
oleh Notaris atau diperkenalkan padanya...”. Pengertian dikenal bukan dalam arti 
kenal akrab, tetapi kenal yang dimaksud dalam arti yuridis yaitu ada kesesuaian 
antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan 
Notaris dan juga dengan bukti-bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan 
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kepada Notaris. Hal lain yang harus diperhatikan ialah bahwa yang bersangkutan 
mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang akan 
disebutkan dalam akta.
73
 Adanya pernyataan di dalam akta bahwa “menghadap 
kepada saya, tuan A” telah dapat diketahui bahwa penghadap dikenal oleh Notaris 
sebagai tuan A. Di bawah ini diberikan beberapa contoh dari hal-hal yang dapat 
terjadi di dalam praktek:
74
 
a. Para penghadap dikenal oleh Notaris, hal mana oleh Notaris dinyatakan dalam 
akta yang dibuatnya. Hal sedemikian tidak terdapat pelanggaran, orang-orang 
yang disebut dalam akta itu dianggap benar-benar hadir di hadapan Notaris, 
sampai dapat dibuktikan sebaliknya.  
b. Di dalam akta dinyatakan, bahwa para penghadap dikenal oleh Notaris, tetapi 
ternyata Notaris melakukan kekhilafan mengenai identitas dari para 
penghadap, artinya Notaris tidak mengenal para penghadap. Sekalipun undang-
undang tidak menyatakannya secara tegas, akta itu tidak mempunyai kekuatan 
otentik. 
c. Notaris tidak mengenal para penghadap, tetapi diperkenalkan kepadanya sesuai 
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, dalam hal ini tidak 
terdapat pelanggaran.  
d. Notaris tidak mengenal para penghadap dan mereka diperkenalkan kepada 
Notaris oleh dua orang saksi pengenal, yang tidak memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi saksi. Akibatnya ialah akta itu 
tidak mempunyai kekuatan otentik  
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e. Di dalam akta tidak disebutkan secara tegas tentang pengenalan atau mengenai 
adanya perbuatan memperkenalkan. Akibatnya akta hanya memiliki kekuatan 
sebagai akta di bawah tangan. 
Secara prinsip, Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap 
kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa 
yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah 
apa yang diterangkan para penghadap.
75
 Menurut Yahya Harahap, sikap yang 
demikian dianggap terlampau kaku, oleh karena itu pada masa sekarang muncul 
pendapat bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk: (a) Mengkonstantir atau 
menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya; (b) Oleh karena itu, dia berhak 
mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi 
akta yang lebih layak.
 76
 
Sifat pasif ditinjau dari segi rasio tidak mutlak tetapi dilenturkan secara 
relatif dengan acuan penerapan bahwa pada prinsipnya Notaris tidak berwenang 
menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak. Perihal 
keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka Notaris harus 
menolak membuat akta yang diminta.
77
 
Hubungan Notaris dengan para penghadap tidak dapat dipastikan atau 
ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat 
itu belum terjadi permasalahan apapun. Menentukan bentuk hubungan hukum 
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antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 
1869 KUHPerdata, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan: (1) tidak berwenangnya 
pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mampunya pejabat umum yang 
bersangkutan dalam membuat akta, atau (3) cacat dalam bentuknya, atau karena 
akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris 
sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
78
 
c. Aspek Substansi 
Selain dibuat secara tertulis, di dalam surat kuasa jual tanah tersebut juga 
harus tercantum secara jelas tentang pemberian kuasa jual atas tanah yang dijual. 
Maksudnya, dalam surat kuasa jual tersebut harus tertera pemberian kuasa untuk 
menjual tanah dengan dilengkapi objek tanah yang dikuasakan untuk dijual. Hal 
ini sesuai Pasal 1792 KUHPerdata yang menyebutkan “Pemberian kuasa adalah 
suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang 
lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu 
urusan.” Dengan kuasa untuk menjual penerima kuasa berhak untuk melakukan 
segala tindakan dan perbuatan terhadap objek yang bersangkutan, sama halnya 
dengan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa selaku pemilik 
yang sah dari objek tertentu. 
                                                             





Pemberian kuasa jual tanah tidak berlaku selama-lamanya, tetapi kuasa 
jual tanah tersebut dapat berakhir seperti yang diatur pada Pasal 1813 
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata, yaitu:  
a.  Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa.  
b.  Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa.  
b. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, di bawah pengampuan atau 
pailit  
d.  Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan perkawinan.  
Berdasarkan ketentuan KUHPerdata di atas, maka kuasa jual tanah 
dianggap tidak berlaku lagi atau berakhir, karena: (1) pemilik tanah/pemberi 
kuasa jual tanah menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada yang diberi 
kuasa jual; (2) penerima kuasa jual tanah memberitahukan atau membuat surat 
pernyataan atas penghentian kuasa yang telah diterimanya, dan menyerahkan 
kembali kuasa jual tersebut kepada pemilik tanah/pemberi kuasa jual tanah; (3) 
pemberi kuasa atau penerima kuasa jual tanah meninggal dunia, berada di bawah 
pengampunan atau pailit; (4) pemberi kuasa jual tanah adalah seorang perempuan 
dan memiliki suami yang sah, serta tidak sepengetahuan dan persetujuan dari 
suaminya. 
Substansi dari Kuasa Menjual tersebut adalah pemberi kuasa memberikan 
suatu kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi 
kuasa untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, yang mana pemegang 
hak atas tanah tersebut adalah si pemberi kuasa. Dalam Akta Kuasa menjual harus 





a.  Luas Tanah; 
b.  Nomor Sertipikat tanah; 
c.  Uraian surat ukur/gambar situasi; 
d  Batas-batas tanah. 
Pencantuman identitas pemberi dan penerima kuasa juga merupakan hal 
yang penting dalam pemberian suatu kuasa menjual. Disamping itu dalam suatu 
kuasa menjual dapat juga dicantumkan klausul-klausul: 
a.  Bahwa penerima kuasa akan melakukan transaksi jual beli tanah dengan harga 
yang ditentukan oleh pemberi kuasa atau penerima kuasa; 
b. Bahwa penerima kuasa dapat memakai syarat-syarat atau ketentuan yang 
dianggap baik oleh penerima kuasa; 
c. Penerima kuasa berhak untuk mengadakan perjanjian jual beli tanah dan atau 
penglepasan hak dan menandatanganinya; 
d. Menerima harga penjualan dan atau ganti rugi dan memberikan tanda terima 
yang sah; 
e. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk tercapainya tujuan dari pemberian 
kuasa menjual tersebut. 
Akta Kuasa menjual pada prinsipnya hanya memuat suatu perbuatan 
hukum yaitu suatu tindakan perwakilan untuk melakukan jual beli untuk dan atas 
nama pemberi kuasa. Oleh karena itu Kuasa Menjual merupakan suatu bentuk 
kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya 
untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUHPer). Dalam surat 





dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci 
dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. 
Mengenai surat kuasa dapat dipindahkan ke pihak lain, itu merupakan salah satu 
hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPer. Hak substitusi tersebut 
memberikan hak bagi penerima kuasa untuk mensubstitusikan kewenangannya 
sebagai penerima kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya. 
Kuasa untuk menjual merupakan kuasa yang digunakan untuk 
memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya 
saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa 
dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya (Pasal 1796 KUHPerdata). Kuasa 
untuk menjual ini, bisa masuk sebagai klausul dalam Pengikatan Jual Beli (PJB), 
bisa juga berdiri sendiri, berbentuk akta tersendiri. Jadi, ketika tanda tangan, 
menandatangani dua akta: PJB dan Akta Kuasa Untuk Menjual. Dalam hal Kuasa 
untuk menjual masuk sebagai klausul dalam PJB, maka yang ditandatangani 
hanyalah akta PJB saja.  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka surat kuasa jual dengan hak 
substitusi dengan tujuan untuk menghindari pembayaran Pengenaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dianggap tidak sah, karena: 
(1) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sesungguhnya bukan merupakan  
perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan konsensus dari para pihak yang 
membuatnya (Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata); (2) Surat kuasa jual 





merupakan wujud kebebasan berkontrak yang dilakukan berdasarkan kecakapan 
seseorang (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian (Pasal 1320 ayat (2) KUH-
Perdata); (3) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut dibuat oleh para pihak yang 
tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh 
undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 
1320 ayat (4) KUHPerdata); 
 
2. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah/Bangunan 
Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUH Perdata, 
terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat 
dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:  
a) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang 
untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi 
hukum;  
b)  Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:  
1) Perjanjian batal demi hukum, atau  
2) Perjanjian dapat dibatalkan;  
c)  Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;  
d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action paulina;  








a. Batal Karena Tidak Terpenuhinya Salah Satu Syarat Sah Perjanjian 
Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang 
benar adalah pembatalan.
79
 Sesuai dengan ketentuan pasal 1446 KUHPerdata 
bahwa ketentuan-ketentuan disini semuanya mengenai pembatalan meminta 
pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu : 
1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian didepan 
hakim; 
2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat didepan hakim 




Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana disebutkan di atas undang-
undang mengadakan suatu batas waktu yaitu 5 (lima) tahun, yang mana 
penjelasan ini tercantum dalam pasal 1454 KUHPerdata, sedangkan untuk 
pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatalan waktu itu. Penuntutan 
pembatalan tidak akan diterima oleh Hakim, jika ternyata sudah ada "Penerimaan 
baik” dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu 
kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah 
melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. 
Sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam 
undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif, dan syarat 
objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan 
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para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan 
pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, 
yakni hal tertentu dan kausa yang halal, menyebabkan perjanjiannya batal demi 
hukum. Dalam hal demikian dari semula dianggap tidak ada perjanjian dan 
perikatan yang timbul tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang 
mengikat mereka satu sama lain telah gagal, tak dapatlah pihak yang satu 
menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. 
Hakim ini diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada 
suatu perjanjian atau perikatan.
81
 
b. Batal Karena Terpenuhi Syarat Batal Dalam Perikatan Bersyarat 
Syarat batal dalam Pasal 1265 KUHPerdata adalah suatu syarat yang 
apabila dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali 
pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian.  
Sering ditentukan dalam perjanjian, bahwa sebelum diputuskan suatu 
perjanjian, haruslah diperingatkan pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk 
melaksanakan kewajibannya. Peringatan ini bisa dilakukan dua atau tiga kali. Bila 




Apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah 
dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu 
perikatan. Sedangkan arti dari perjanjian yang dapat dibatalkan dimaksudkan 
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apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnya 
perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan 
pada pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. 
c. Pembatalan Karena Adanya Wanprestasi 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. 
Seseorang yang berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa, 
lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau 
berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.
83
  
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam: 
84
 
1)  Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya; 
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan; 
3)  Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 




1) Membayar kerugian yang diderita pihak lain yang mengalami kerugian, 
atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (pasal 1243 KUH Perdata). 
2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 
melalui pengadilan (pasal 1266 KUH Perdata). 
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3) Meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai 
ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (pasal 1267 
KUH Perdata). 
Dari uraian di atas, terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak-
pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan 
perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut tidak secara otomatis batal 
demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, hal ini juga harus 
tetap dilakukan walaupun klausula atau syarat batal tadi dicantumkan dalam 
perjanjian (KUH Perdata, Pasal 1266). 
Pasal 1266 KUH Perdata, menjadi dasar bahwa hakimlah yang 
menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. 
Sebenarnya, pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari 
hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. 
Tetapi kalau salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka para pihak 
sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya 
wanprestasi. Jika hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, 
maka ingkar janji itu dihitung sejak salah salah satu pihak mengakhiri perjanjian. 
d. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak 
Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 
ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati 
kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap 
bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki 





Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa perjanjian yang sah, 
dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai 
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam 
pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: 
“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu“ . 
Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu 
tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara 
sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat di antara orang-orang yang 
membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas 
diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan 
agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak 
dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya 
(wanprestasi). 
Menurut pasal 1266 KUH Perdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan 
sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah: 
a. perjanjian bersifat timbal balik 
b. harus ada wanprestasi 
c. harus dengan putusan hakim 
Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua 





pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, 
maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.
86
 
Ada beberapa teori hukum yang terkait dengan pembatalan perjanjian 
secara sepihak, yaitu repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi (repudiation, 
anticepatory) adalah pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan 
untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana 
disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut. Repudiasi 
dalam pengertian itu disebut repudiasi anticepatory yang berbeda dengan 





3.  Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli Tanah 
Akta yang dibuat Notaris seperti halnya akta jual beli  atas  
tanah/bangunan merupakan akta otentik. Sebagai akta otentik, akta jual beli 
tersebut memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan. 
G.H.S. Lumban Tobing berpandangan mengenai kekuatan pembuktian dari 
suatu akta Notaris, yakni meliputi kekuatan pembuktian material, pembuktian 
formil dan pembuktian lahiriah, yakni kekuatan pembuktian akta otentik, dengan 
demikian juga akta Notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan 
dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai 
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alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-Undang kepada 
pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.
88
 
Menurut Habib Adjie  bahwa akta Notaris merupakan alat bukti tulisan 
atau surat yang bersifat sempurna. karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) 
kekuatan pembuktian yaitu: (1) Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige 
bewijskracht) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan 
keabsahanya sebagai akta otentik.; (2) Kekuatan pembuktian formil (formele 
bewijskracht) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta 
tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan 
diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai 
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris; (3) 
Kekuatan pembuktian Materiil (materiele bewijskracht) yang  merupakan 
kepastian tentang materi suatu akta.
89
 
a.  Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) 
Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari 
akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
90
 Kemampuan 
ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang 
dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni 
sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan.  
Apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau 
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apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah 
diakui oleh yang bersangkutan.
91
 
Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus 
dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu 
dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu 
akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib 
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.
92
 
Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan 
pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka 
”akta partij” dan ”akta pejabat” dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang di 
luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik bagi setiap 




Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa tanda tangan itu tidak sah, 
hanya dapat diadakan melalui “valsheidsprocedure” menurut Pasal 1866 
KUHPerdata, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat 
(bescheiden), saksi-saksi (getuigen), persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi 
dalam hal ini (yakni pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian 
lahiriah melalui “valsheidsprocedure” ), yang menjadi persoalan bukan isi dari 
akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai 
tanda tangan dari pejabat itu.
94
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Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris 
sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka peniliannya pembuktiannya harus 
didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian 
semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat 
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan 
bukan akta Notaris. Mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige 
bewijskracht) yaitu kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan dirinya 
sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata yang 
tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat 
di bawah tangan baru berlaku sah, yakni apabila benar-benar berasal dari pihak, 
terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, dan apabila yang menandatanganinya 
mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang 
sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik 
yang dibuat oleh Notaris dapat membuktikan sendiri keabsahannya (acta publica 
probant sese ipsa). Artinya dari bentuk lahiriah akta dan dari isi kata-katanya 
menunjukkan bahwa akta itu berasal dari seorang pejabat umum, maka akta 
dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut 
bukanlah suatu akta otentik. 
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b.  Kekuatan Pembuktian Formal (formele bewijskracht) 
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuatan akta 
yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak 
kepada Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk 
                                                             





membuatkan akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 
diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut  R. Soebekti, yang dinamakan 
surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan 
sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditanda-tangani.
96
  
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, yang dinamakan akta adalah surat 
yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peritiwa yang menjadi dasar dari 
suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
97
 
Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam 
sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali 




Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta 
tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh 
pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan 
prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk 
membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) 
menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para 
pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, 
disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan 
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Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, 
bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, 
sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa 
yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan 
disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu.
100
 
Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa bukti tulisan 
merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa pembuktian dengan tulisan 
dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah 
tangan. 
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu 
akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk 
itu di tempat di mana akta dibuatnya. Yang dimaksud akta tersebut dibuat dalam 
bentuk menurut ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat 
umum dan pejabat umum tersebut berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 
Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh 
para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya 
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adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para 
pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak 
lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu 
pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan 
para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. 
Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya 
meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu 
diakui oleh yang menanda- tanganinya atau dianggap sebagai telah diakui 
sedemikian menurut hukum. 
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan 
formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, 
bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak-benaran mereka yang 
menghadap, membuktikan ketidak-benaran apa yang dilihat, disaksikan, dan 
didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidak-benaran 
pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan 
Notaris, dan ketidak-benaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun 
ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang 
mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk 
menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan 
ketidak-benaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.
101
 
Mempunyai kekuatan pembuktian formal (Formale bewijskracht), bahwa 
akta tersebut memberikan kepastian tentang sesuatu kejadian dan fakta tersebut 
                                                             





dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak 
yang menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan 
dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu 
kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang 
dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, 
sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelijke acte), akta itu membuktikan 
kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga 
dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan 
jabatannya. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi 
kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum 
dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menanda-tanganinya atau 
dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, 
maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta otentik tersebut, kebenaran 
tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir 
(comparanten), demikian juga tempat akta itu dibuat. Sepanjang mengenai acte 
partij bahwa para pihak yang ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta 
itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara 
pihak-pihak sendiri.  
Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku 
terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan 
mereka. Namun terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan 





a.  Pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan 
yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda-tangannya. Pihak 
penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya 
sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain 
dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan 
tanda tangan.  
b. Pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat 
akta melakukan suatu kesalahan atau kehilafan (ten onrechte) namun 
tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya 
pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun 
mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan 
adalah isi akta dari Notaris yang tidak benar (intelectuele valsheid). 
Pihak penyangkal tidak menuduh terdapat pemalsuan namun 
menuduhkan suatu kehilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga 
tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan 
kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut. Dalam 
membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang 
berada dalam koridor hukum formil pembuktian. 
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Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas 
aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta 
yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan 
tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat 
                                                             





harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai 
dalam akta yang bersangkutan.
103
 
Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan 
guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, 
ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakekatnya 
memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak 
kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam 
akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak 
para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. 
Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam 
akta Notaris.
104
 Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di 
bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, 
tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum (Notaris) berdasarkan pasal 
1874 KUHPerdata. 
c.  Kekuatan Pembuktian Material (Materiele bewijskracht) 
Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang 
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang 
membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali 
ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang 
dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para 
pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus 
dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta harus 
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dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para 
penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung 
jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian 
isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti 




Jika akan membuktikan aspek materiel dari akta, maka yang bersangkutan 
harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan 
yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan 
Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik 
untuk menyangkal aspek materiel dari akta Notaris. 
Mempunyai kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht), 
bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap 
pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku 
untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau 
pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara) 
atau keterangan para pihak yang diberitahukan atau disampaikan di hadapan 
Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai “benar berkata” yang kemudian 
dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap setiap 
orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian atau keterangannya 
dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. jika ternyata 
keterangan tersebut menjadi “tidak benar berkata” maka hal tersebut menjadi 
                                                             





tanggung jawab para pihak sendiri.
106
 Artinya tidak hanya kenyataan yang 
dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan 
sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu 
sebagai tanda bukti terhadap dirinya (preuve preconstituee). Akta otentik dengan 
demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki 
kepastian sebagai sebenarnya, maka menjadi terbukti dengan sah di antara para 
pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan 
bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di 
samping akta otentik tersebut.  
Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris 
sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan 
dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak 
benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 
dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya 




Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka 
dapat dipertanyakan apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang 
membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti bila hakim dapat begitu saja 
mengesampingkan akta yang dibuat oleh pejabat tersebut. Tanggung Jawab 
Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat harus sesuai 
dengan pasal 16 UUJN 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan akta 
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otentik yang dibuat, seorang Notaris harus bersifat pasif artinya tanpa mengurangi 
hak kewenangan Notaris untuk mengkonstantir segala sesuatu yang terjadi di 
hadapannya khususnya pencarian fakta dalam hal ini menyelidiki keterangan yang 
dikemukakan atau disampaikan oleh para pihak (pemohon akta) apakah 
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maka Notaris harus 
menolak. Meskipun ranah pekerjaan Notaris dalam ranah hukum perdata dan 
hukum administrasi serta pertanggung-jawaban moral dan etika, namun terhadap 
akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka Notaris harus 
bertanggung-jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan 
hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  
 
B. Pengaturan tentang BPHTB yang Tidak Dapat Disimpangi oleh Wajib 
Pajak 
1. Ketentuan Umum Pengaturan Pemungutan BPHTB 
Terjadinya penyimpangan penggunaan surat kuasa jual dengan hak 
substitusi untuk menghindari BPHTB disebabkan karena adanya celah hukum 
atau ketidaklengkapan ketentuan aturan yang mampu menjerat tindakan 
penyimpangan tersebut. Untuk mengantisipasi celah hukum tersebut, maka 
diperlukan penemuan hukum. 
Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap 
atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya 





mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Pada dasarnya 
setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan 
oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh 




Mawissen menyebut penemuan hukum dengan pengembanan hukum 
(rechtsboefening), yang merupakan “...kegiatan manusia berkenaan dengan 
adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, 
menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan 
mengajarkan hukum”.
109
 Sedangkan pengembanan hukum itu sendiri dibedakan 
lagi menjadi pengembanan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis. 
“Pengembanan hukum praktis meliputi kegiatan yang berkenaan dengan hal 
mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengembanan 




Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah ketentuan 
yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf A amandemen 
ketiga yang berbunyi : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang. 
Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam 
pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang 
ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta 
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perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali 
sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan 




Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia atau yang 
dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), setiap pemindahan hak 
atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, dipungut Bea Balik Nama 
berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama Staatblad 1924 Nomor 291. Obyek Bea 
Balik Nama (BBN) menurut ordonansi tersebut adalah pemindahan hak yang 
dilakukan dengan pembuatan akta berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama 
Staatblad 1834 Nomor 27. 
Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) membawa 
konsekuensi, bahwa pungutan Bea Balik Nama (BBN) atas harta tetap berupa 
tanah tidak dapat dilaksanakan, karena pungutan tersebut melekat pada hukum 
tanah berdasarkan Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan 
Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengenai bumi, 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dicabut oleh Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA). 
Dengan demikian sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA), Bea Balik Nama (BBN) atas tanah tidak dipungut lagi, maka dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
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Pokok Agraria yang merupakan dasar hukum dalam upaya meletakkan dasar-
dasar bagi penyusunan hukum agraria yang bersifat nasional dan memberikan 
kepastian hukum dalam bidang pertanahan bagi rakyat Indonesia, dan untuk 
menggantikan pungutan Bea Balik Nama (BBN) atas harta tetap berupa tanah, 
maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk 
memberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diperbaharuhi dengan Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2000, dan selanjutnya diperbaharuhi lagi dengan 
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut 
BPHTB), sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam bidang perpajakan yang 
dipungut oleh pemerintah, karena pajak jenis ini telah pernah diberlakukan di 
Indonesia ketika masih di bawah penjajahan Belanda. Pajak jenis ini terhapus 
dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 
Agraria (UUPA), tetapi kemudian diberlakukan lagi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam UUPA. 
Tujuan pembentukan Undang-undang tentang BPHTB adalah perlunya 
diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 
sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan sebagai upaya kemandirian 
bangsa untuk memenuhi pengeluaran pemerintah berkaitan dengan tugasnya 
dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan.
112
 
                                                             





Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah 
satu pajak obyektif atau pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan 
pertama-tama pada apa yang menjadi obyek pajak baru kemudian memperhatikan 
siapa yang menjadi subyek pajak.
113
 Pemungutan BPHTB dilakukan dengan cara 
self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung 
sendiri serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan mengggunakan Surat 
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya 
tanpa mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (41 dan 42) Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2009, dinyatakan bahwa: (41) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; (42) 
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengatakan, bahwa Obyek dari Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas 
tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), 
tanah dan bangunan, atau bangunan.
114
 
Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena adanya peralihan 
hak yang meliputi peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi antara 
orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang oleh Undang-undang dan 
peraturan hukum yang berlaku diberikan kewenangan untuk memiliki hak atas 
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tanah dan bangunan, dan menurut hukum peralihan hak terjadi karena dua hal, 
yaitu hak beralih dan hak dialihkan. 
Hak beralih adalah suatu peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang 
disebabkan oleh orang yang memiliki suatu hak atas tanah dan atau bangunan 
meninggal dunia sehingga hak tersebut beralih secara langsung kepada ahli waris. 
Atau dapat juga dikatakan peralihan hak terjadi dengan tidak sengaja melalui 
suatu perbuatan melainkan terjadi karena hukum atau dapat juga dikatakan bahwa 
hak atas tanah dan atau bangunan beralih karena peristiwa hukum. Sedangkan hak 
dialihkan adalah suatu peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan 
dengan sengaja sehingga hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan 
menjadi hak pihak lain, dengan kata lain peralihan hak terjadi melalui perbuatan 
hukum tertentu yang dapat berupa jual beli atau hibah,wasiat dan sebagainya.
115
 
Untuk menentukan apakah suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan 
sebagai obyek pajak adalah, bahwa peralihan yang terjadi baik karena peristiwa 
hukum maupun perbuatan hukum, mengakibatkan terjadinya perolehan hak atas 
tanah dan bangunan oleh seseorang atau badan hokum secara permanen. Selain itu 
peralihan hak yang terjadi juga harus sesuai dan tunduk kepada ketentuan hukum 
yang berlaku di Indonesia, yaitu dilakukan dengan menggunakan akta autentik, 
oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Selain peralihan hak, pemberian hak 
baru juga dikenakan BPHTB. 
Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 
Self Assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan 
                                                             





membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), dan melaporkannya tanpa 
berdasarkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Self Assessment System yakni 
suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak 
untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Ciri-cirinya adalah :
116
 
a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada 
wajib pajak sendiri. 
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terhutang. 
c.  Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
Sistem Self Assessment ini umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana 
wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk 
menghitung dan menetapkan hutang pajaknya sendiri. Dalam hal ini, subyek 
pajak/wajib pajaknya relatif terbatas, tidak seperti Pajak Bumi dan Bangunan. 
Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Barang dan Jasa (PPN), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). 




a. Pemenuhan kewajiban PBHTB adalah berdasarkan sistem Self 
Assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri 
utang pajaknya. 
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b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai 
Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak. 
c. Agar Pelaksanaan Undang-undang BPHTB dapat berlaku secara 
efektif, maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-
pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan 
kewajibannya, dikenakan sanksi menurut peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 
d. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang 
sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk 
meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan 
daerah dalam rangka memanfaatkan otonomi daerah. 
e. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar 
ketentuan ini tidak diperkenankan. 
 
2. Pencegahan Penghindaran BPHTB Melalui Penggunaan Kuasa Jual 
Substitusi dalam Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan 
Upaya pencegahan terhadap penggunaan kuasa jual substitusi untuk 
menghindari BPHTB dalam peralihan hak atas tanah/bangunan dapat dilakukan 
dengan metode penemuan hukum interpretatif dan metode konstruksi. 
Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi 
(intepretation method), metode kontruksi hukum atau penalaran 
(redeneerweijzen). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-





dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas 
untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur 
(vage normen), konflik antar norma hukum (antinomy normen), dan 
ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.
118
 Interpretasi hukum dapat 
dilakukan dengan cara memperjelas dan mendefinisikan kembali ketentuan yang 
sudah ada untuk mengantisipasi tindakan penyimpangan penggunaan surat kuasa 
jual dengan hak substitusi dalam penghindaran pajak.  
Selain melakukan interpretasi hukum, dapat juga melakukan kontruksi 
hukum, melalui pembuatan ketentuan atau peraturan baru yang bersifat 
melengkapi ketentuan yang sudah ada. “Kontruksi hukum terjadi apabila tidak 
ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada 
masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi 




Dalam rangka untuk mengantisipasi penghindaran pembayaran BPHTB 
dalam transaksi jual beli tanah/bangunan dengan kuasa jual dengan substitusi, 
maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. 
a. Pemerintah Daerah harus Membuat Perda terkait dengan Sistem dan 
Prosedur Pembayaran BPHTB  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah 
satu sumber retribusi daerah, karena hal ini diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
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Daerah Pasal 1 angka (41) yang menyebutkan bahwa Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. Pada angka (42) selanjutnya dijelaskan bahwa Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi 
atau Badan. 
Mengingat BPHTB merupakan salah satu sumber retribusi daerah, maka 
Pemerintah Daerah harus bertindak proaktif untuk melakukan pengaturan lebih 
lanjut terkait pemungutan BPHTB melalui pembuatan Perda, agar tidak terjadi 
penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Hal ini seperti yang diberitakan oleh Merdeka.com di bawah ini. 
Merdeka.com, Malang - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota 
Malang membongkar kecurangan makelar Pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Indikasi penyelewengan uang pajak 
diketahui petugas lewat hasil audit rekening pembayaran. 
Petugas menemukan fakta sejumlah Wajib Pajak (WP) belum melakukan 
pembayaran atas kewajiban pajaknya dengan nilai mencapai ratusan juta 
rupiah. Setelah ditelusuri, nyatanya terjadi praktik pelanggaran berat yang 
dilakukan oleh oknum makelar pajak yang juga biasa disebut 'freelance' 
itu. 
Modusnya, para freelance memanfaatkan kedekatan dengan para Notaris 
atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempercayakan proses 
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UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan 
diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah menganut prinsip perpajakan yaitu pemungutan pajak 
BPHTB menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment 
mengandung arti bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai 
peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak 
yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak. 
Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah tersebut karena adanya 
pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak yang sering terjadi 
dalam masyarakat karena adanya jual beli dengan objek tanah dan atau bangunan, 
dalam jual beli yang perlu diperhatikan adalah objek pajak tersebut tidak sedang 
dalam sengketa. 
Jual beli tanah dan atau bangunan didasarkan pada nilai transaksi, yaitu 
harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan: 
Selain didasarkan oleh nilai transaksi, khusus diluar jual beli didasarkan pada nilai 
pasar, yaitu harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di 
sekitar letak tanah dan atau bangunan. 
Pada Pasal 87 ayat (4-6) UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:  
(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 
untuk setiap Wajib Pajak. 
(5)  Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 





garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
(6)  Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Kemudian pada Pasal 88 dinyatakan, yaitu: 
(1)  Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 
tinggi sebesar 5% (lima persen). 
(2)  Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
Berdasarkan Pasal 78 dan 88 UU Nomor 28 Tahun 2009 di atas, maka 
setiap Pemerintah Daerah diberikan kewennagan untuk menentukan sendiri Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Sebagai contoh DKI Jakarta, melalui 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 
2017 Tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali Dengan Nilai Perolehan 
Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang pada 
Pasal 2 dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi pemindahan hak dan 
pemberian hak baru. Untuk pemindahan hak meliputi jual beli, hibah, hibah 
wasiat dan waris. Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 tersebut mengatur bahwa:  
(1)  Pengenaan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. hanya untuk wajib pajak orang pribadi; 
b. diberikan untuk pertama kali perolehan hak karena pemindahan 





c. dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
(2)  Wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah 
paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, berdasarkan Kartu 
Tanda Penduduk Daerah atau Kartu Keluarga atau surat keterangan 
domisili dari pejabat yang berwenang. 
Pembebasan pembayaran BPHTB di DKI Jakarta tersebut hanya berlaku 
pada wajib pajak orang pribadi, dikenakan pada transaksi pertama kali perolehan 
hak karena pemindahan hak atau pemberian hak baru, dan Nilai Perolehan Objek 
Pajak (NPOP) tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Wajib Pajak BPHTB harus sudah membayar pajak yang terutang sebelum 
akta jual beli tersebut diterbitkan atau ditandatangani oleh PPAT/Notaris. Akta 
disini sebagai bukti telah terjadi jual beli tanah dan atau bangunan. Jika akta 
tersebut ditandatangani sebelum dilunasinya pajak BPHTB yang terutang, maka 
PPAT/Notaris tersebut akan terkena sanksi sesuai peraturan yang berlaku, yaitu 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Disini yang perlu diperhatikan adalah pada saat terjadinya kata sepakat 
diantara para pihak dalam jual bell, kemungkinan dikhawatirkan terjadi 
kecurangan dalam perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak. Berdasarkan 
penelitian dari penulis mengenai kecurangan tersebut, ternyata kecil sekali terjadi 
kecurangan penghitungan NPOP objek pajak BPHTB, bahkan tidak mungkin 
terjadi, sebab dasar pengenaan BPHTB adalah luas tanah dan atau bangunan yang 
dihitung permeternya, selain itu nantinya Nilai Perolehan Objek Pajak tersebut 





bangunan. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui, maka Menteri 
Keuangan dapat menetapkan nilai transaksi objek pajak tersebut. 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu 
membuat aturan yang jelas tentang pembayaran BPHTB tersebut, agar dapat 
dijadikan pegangan bagi Notaris dan wajib pajak untuk mengurus pembayaran 
BPHTB, dan menciptakan kepastian hukum. Hal ini karena salah satu asas dari 
penemuan hukum adalah asas kepastian hukum.  
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-
manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah 
bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas 
kepastian hukum adalah:  
1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. Asas legalitas 
berkaitan dengan adanya ketentuan atau perundang-undangan yang mengatur 
tentang pembayaran BPHTB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Asas 
konstitusionalitas berkaitan dengan kesesuaian peraturan BPHTB yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan perundang-
undangan di atasnya. Supremasi hukum berkaitan dengan jaminan  bahwa 
Pemerintah Daerah menjalankan peraturan terkait dengan BPHTB dengan 
adil bagi semua pihak, tanpa ada unsur pilih kasih. 
2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara 
pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan. Untuk 





BPHTB secara lengkap dan diinformasikan kepada Notaris dan para wajib 
pajak. 
3) Asas non-retroaktif perundang-undangan: suatu ketentuan undang-undang 
tidak boleh berlaku surut, yaitu Pemerintah Daerah dalam menegakan 
ketentuan BPHTB harus berpedoman asas non-retroaktif, yaitu segala sesuatu 
yang sudah terlanjur diatur dan terikat dengan aturan lama, tidak boleh 
ditindak dengan aturan baru yang muncul kemudian. Jadi aturan baru, 
digunakan untuk menindak permasalahan yang muncul setelah ketentuan baru 
tersebut telah dibuat. 
4) Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi. Berkiatan 
dnegan ini, Pemerintah Daerah harus mengatur prosedur dan mekanisme 
peradilan yang berkaitan dengan penyimpangan atau pelanggaran 
pembayaran BPHTB, sanksi yang diberikan, dan menjamin bahwa semuanya 
itu dapat menjamin objektivitas dan rasa keadilan bagi para pihak. 
b. Pemerintah Daerah Membuat MoU dengan Pengurus INI dan Ikatan 
PPAT 
PPAT/Notaris termasuk sebagai salah satu pejabat yang mempunyai 
peranan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ada kalanya KPPBB kurang mengetahui 
kejadian ataupun peristiwa yang harus dikenakan pajak. Untuk memperoleh data 
tersebut Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak menjalin 






Melalui kerjasama dengan Ikatan PPAT dan INI tersebut, maka 
Pemerintah Daerah dapat bersama-sama dengan Pengurus Ikatan PPAT dan INI 
untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya BPHTB dalam meningkatkan 
retribusi daerah, dan meminta para PPAT dan Notaris untuk bertindak profesional 
dan jujur dalam menentukan BPHTB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. 
Hal ini karena PPAT dan Notaris memiliki data mengenai peristiwa jual beli 
tanah/bangunan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak. 
Notaris selain mempunyai wewenang dalam membuat akta yang otentik, 
juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan 
penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang 
berlaku. Oleh karena itu, seorang Notaris diharapkan menguasai semua bidang 
hukum, tidak hanya hukum perdata, melainkan juga hukum adat, hukum publik, 
hukum administrasi, hukum agraria, bahkan juga undang-undang Penanaman 
Modal Asing (PMA), PMA menyebabkan terbukanya modal luar negeri untuk 
Indonesia dan Pemerintah Daerah. 
Di samping tugas Notaris sebagaimana tersebut di atas, Notaris ada yang 
merangkap tugas sebagai PPAT, bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 
mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan 
pejabat umum yang berwenang. 
PPAT/Notaris memiliki peranan yang signifikan dalam pemungutan 





jual beli tanah, PPAT/Notaris akan menandatangani akta otentik setelah pajak 
BPHTB tersebut dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Pejabat Pembuat Akta 
Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan 
atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Pejabat 
Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan tersebut di atas dikenakan 
sanksi administrasi berupa denda.  Pasal 93 Undang Undang Nomor 28 Tahun 
2009, menjelaskan bahwa besar denda administrasi bagi PPAT/Notaris tersebut 
ditetapkan sebagai berikut: 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta 
lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 
Dengan sistem self assessment dalam pemungutan pajak BPHTB, 
PPAT/Notaris sebagai pejabat secara tidak langsung mengurangi beban tugas 
KPPBB untuk membantu menghitung besarnya pajak BPHTB yang terutang, serta 
dapat pula membantu Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkhan pajak 
yang terutang, sehingga hal ini meringankan tugas KPPBB. Dalam penghitungan 
besarnya pajak ini tidak dapat berbohong, penghitungan tersebut akan dihitung 






Selain itu PPAT/Notaris mempunyai kewajiban untuk pelaporan atau 
pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut mengenai jumlah SSB yang keluar, 
jumlah akta yang dibuat. Akta tersebut baru bisa ditandatangani oleh 
PPAT/Notaris setelah pajak BPHTB yang terutang dilunasi oleh Wajib Pajak. 
Namun jika terdapat SSB nihil (perhitungan pajak yang terutang nol) tidak perlu 
dilaporkan, apabila dilaporkan juga boleh. Laporan ini dilaksanakan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Laporan yang dimaksud di atas sekurang-
kurangnya memuat nomor dan tanggal akta, status hak, letak tanah, luas tanah, 
luas bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, harga transaksi atau nilai pasar, nama dan 
alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak serta tanggal dan 
jumlah setoran. 
Wajib Pajak dapat menitipkan pembayaran BPHTB kepada Notaris 
/PPAT, hanya saja Notaris/PPAT harus bersikap amanah. Hal ini seperti yang 
dikatakan oleh R Imam Rahmat, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) pada Surya Malang.com di bawah ini. 
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Ketua Pengurus Daerah Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang Raya R Imam Rahmat 
mengaku sudah mendengar perilaku freelance yang diduga mengemplang 
duit pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota 
Malang.  
Imam mengakui ada beberapa wajib pajak (WP) yang menitipkan 
pembayaran BPHTB kepada notaris atau PPAT. 
Hanya saja Imam memastikan karena titipan itu amanah, maka pegawai 
PPAT atau notaris membayarkan titipan itu ke Bank Jatim, selaku tempat 
pembayaran pajak daerah. Apalagi penitipan uang itu disertai dengan surat 





"Memang ada yang menitipkan dan itu amanah, jadi memang harus 




Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila Wajib Pajak ternyata sama 
sekali tidak melunasi pajak yang terutang, maka wajib Pajak tersebut dapat 
dikenakan sanksi. Sebagai pejabat yang memiliki kode etik profesi, PPAT/Notaris 
wajib membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan data-
data yang berkaitan dengan perolehan hak atas Tanah dan bangunan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu sebagai pejabat atau tenaga ahli 
yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk membantu pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, PPAT/Notaris dilarang untuk memberitahukan 
kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan/pekerjaannya. 
Bukti-bukti tersebut diperlukan untuk melengkapi bahan keterangan perpajakan 
guna menghitung dan menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang bagi 
Wajib Pajak yang sedang diperiksa. 
PPAT/Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB antara lain, yaitu membantu klien (relasi) 
dalam hal ini Wajib Pajak untuk segera melunasi pajak BPHTB yang terutang, 
setiap Wajib Pajak BPHTB dibantu untuk menghitung serta menyetorkan pajak 
yang terutang, selain itu PPAT/Notaris juga harus melaporkan perolehan hak atas 
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tanah dan bangunan, serta menyetorkan SSB. Bukti setoran digunakan sebagai 
alat untuk Balik Nama hak atas tanah dan bangunan. 
Salah satu asas dalam penemuan hukum adalah asas similia similibu (asas 
persamaan). Berkaitan dengan ini, maka Pemerintah Daerah tidak boleh 
mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif) dalam melakukan 
penegakan hukum terkait dengan BPHTB. Aturan hukum berlaku sama untuk 
setiap orang, karena itu ada dua hal penting yang terkandung dalam asas ini, yaitu:  
(a) persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.; (b) tuntutan 
perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berkaitan dengan kedua asas 
tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menindak tegas kepada siapapun yang 
melanggar ketentuan BPHTB, dan menjamin bahwa setiap warga di hadapan 






     BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka, maka dapat ditarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Surat kuasa jual bersubstitusi dengan tujuan untuk menghindari pembayaran 
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dianggap 
tidak sah, karena: (a) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sesungguhnya 
bukan merupakan  perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan konsensus 
dari para pihak yang membuatnya (Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata); (b) 
Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa 
perjanjian tersebut merupakan wujud kebebasan berkontrak yang dilakukan 
berdasarkan kecakapan seseorang (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian 
(Pasal 1320 ayat (2) KUH-Perdata); (c) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut 
dibuat oleh para pihak yang tidak bebas untuk membuat perjanjian yang 
menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan 
dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata). 
2. Pengaturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadi 
penghindaran BPHTB melalui penggunaan kuasa jual substitusi dalam 
peralihan hak atas tanah, dapat dilakukan melalui, antara lain: (a) mengingat 
pemungutan BPHTB diserahkan kepada Pemerintah daerah dalam rangka 







melakukan pengaturan BPHTB melalui Peraturan Daerah seperti yang telah 
dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta; (b) Pemerintah Daerah menjalin 
kerjasama dan membuat MoU dengan Pengurus Daerah INI (Ikatan Notaris 
Indonesia) dan Pengurus Daerah Ikatan PPAT dalam rangka meningkatkan 
profesionalisme dan kejujuran Notaris dan/atau PPAT dalam hal pembayaran 
BPHTB oleh Wajib Pajak yang menjadi kliennya. 
 
B. Saran 
Berpijak dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat 
penulis sampaikan, antara lain: 
1. Pemerintah Pusat membuat peraturan perundang undangan Tentang Larangan 
Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dalam bentuk 
Undang Undang atau Peraturan Pemerintah, yang memiliki kekuatan hukum 
mengikat, berlaku secara nasional, dan dapat dijadikan rujukan oleh 
Pemerintah Daerah (Perda) dalam membuat Peraturan Daerah terkait dengan 
penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, karena 
sampai dengan saat ini hanya merujuk terhadap Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak 
Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.  
2. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom membuat Perda terkait dengan 
mekanisme pembayaran BPHTB dalam rangka untuk mengantisipasi 
penyelewengan pembayaran BPHTB oleh wajib pajak, sekaligus untuk 





Gubernur/Walikota/Bupati dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) atau 
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